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K ATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas rahmat dan karunia -Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025 dapat disusun dan

diselesaikan dengan baik.

LKIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen dalam
mendukung penerapan  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang -undangan. Laporan ini
memuat gambaran mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan
kegiatan, capaian indikator kinerja utama, serta evaluasi dan analisis atas kinerja

yang telah dicapai.

Tahun 2025 merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor, di mana Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya meningkatkan kualitas tata
kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan ak untabel, serta mewujudkan
pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang prima, inklusif,
dan berorientasi pada pemenuhan hak -hak dasar masyarakat. Berbagai inovasi
pelayanan, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan
inte gritas aparatur terus dilakukan guna meningkatkan kepercayaan publik dan

kepuasan masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih
terdapat keterbatasan dan tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, LKIP ini
diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif, baik bagi internal
perangkat daerah maupun bagi para pe mangku kepentingan, dalam rangka

perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun -tahun mendatang.




Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang
telah berkontribusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Bogor serta dalam penyusunan laporan ini. Semoga LKIP
Tahun 2025 ini dapat memberik ~ an manfaat dan menjadi salah satu instrumen
pendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan
berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
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R INGKASAN E KSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan perangkat daerah  dalam
penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Penyusunan LKIP ini merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) serta menjadi instrumen evaluasi kinerja organisasi

dalam satu tahun anggaran.

Pada Tahun 2025, Disdukcapil Kota Bogor melaksanakan program dan
kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntable serta
Tata Kelola Pelayanan Publik yang berkualitas sekaligus menjamin terpenuhinya
hak masyarakat atas legalitas kependudukan. Sasaran strategis tersebut dijabarkan
ke dalam indikator kinerja utama (IKU) yang terukur dan selaras dengan dokumen

perencanaan daerah

Secara umum, capaian kinerja Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2025
menunjukkan hasil yang baik dan memuaskan . Sebagian besar indikator kinerja
utama berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Nilai
Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2025 mencapai 89,25
dengan predikat A (Memuaskan) . Meskipun mengalami sedikit penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi tersebut masih berada dalam kategori
yang sama dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan, khususnya
dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi

kinerja agar tetap  on the track

Dari sisi kualitas pelayanan publik, Disdukcapil Kota Bogor terus
melakukan berbagai upaya peningkatan layanan melalui inovasi pelayanan,
pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan jemput bola, serta penguatan
pelayanan inklusif bagi kelompok rentan. Upaya tersebut berdampak positif
terhadap peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan tingkat
kepuasan masyarakat, sebagaimana tercermin dari hasil Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM) yang melampaui target yang ditetapkan.
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Pengelolaan anggaran pada Tahun 2025 dilaksanakan secara efekitif,
efisien, dan akuntabel dengan tetap berorientasi pada pencapaian hasil (outcome).
Optimalisasi pemanfaatan sumber daya, penguatan kompetensi aparatur, serta
pengembangan inovasi menjadi fakt ~ or pendukung utama dalam pencapaian kinerja
organisasi. Selain itu, Disdukcapil Kota Bogor juga terus memperkuat komitmen
pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan kinerja masih dihadapkan pada
beberapa tantangan, antara lain meningkatnya kebutuhan dan ekspektasi
masyarakat terhadap pelayanan, perlunya penguatan integrasi dan pemanfaatan
data kependudukan lintas sektor, serta peni ngkatan konsistensi dalam
perencanaan dan pengendalian kinerja. Tantangan tersebut menjadi dasar dalam
penyusunan langkah -langkah perbaikan dan rencana tindak lanjut pada tahun
berikutnya.

Melalui penyusunan LKIP Tahun 2025 ini, Disdukcapil Kota Bogor
berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas
pelayanan publik secara berkelanjutan, guna mendukung terwujudnya
pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorien tasi pada kepuasan

masyarakat.




BABI

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenanga n yang
telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

Penyusunan LKIP merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), serta sebagai implementasi dari Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjaniji an Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP
menjadi instrumen penting dalam menilai tingkat keberhasilan pencapaian
sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kepend udukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025 02026
serta Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Pada Tahun 2025, Disdukcapil Kota Bogor berfokus pada
peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang cepat,
mudah, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan arah kebijakan
pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang
prima. Hal ini diwujudkan melalui penguatan sistem pelayanan berbasis
digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi
pemanfaatan data kependudukan, serta penguatan integritas aparatur dalam
rangka mendukung pembangunan Zona Integritas menu ju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Selain itu, penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan
pada tahun 2025 juga diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan,
antara lain meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang
cepat dan transparan, dinamika perubahan regulasi, serta kebutuhan akan

data kependudukan yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perencanaan
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pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengukuran kinerja melalui indikator
kinerja utama, survei kepuasan masyarakat (SKM), dan Indeks Persepsi Anti
Korupsi (IPAK) menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap
program dan kegiatan memberikan dampa k nyata bagi masyarakat.

LKIP Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja
Disdukcapil Kota Bogor kepada Wali Kota Bogor, DPRD, dan masyarakat,
sekaligus sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Diharapkan laporan in i dapat
memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja,
tantangan, serta langkah strategis yang akan ditempuh guna meningkatkan

kualitas pelayanan administrasi kependudukan di masa mendatang.

Maksud dan Tujuan
Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dimaksudkan sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan
kewenangan perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan administrasi
kependudukan selama Tahun Anggaran 2025. LKIP disusun untuk
memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian
kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan, khususnya
Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Selain itu, LKIP menjadi instrumen penting dalam penerapan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong
terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,
serta sebagai wujud komitmen Disdukcapil Kota Bogo r dalam mendukung
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih
(clean government).

Tujuan Penyusunan LKIP

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025

adalah sebagai berikut:
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1. Menilai Tingkat Pencapaian Kinerja
Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan,
dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan
Renstra Disdukcapil.

2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja
Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Wali Kota Bogor, serta
masyarakat atas penggunaan anggaran dan hasil pelaksanaan program
pelayanan administrasi kependuduka n

3. Sebagai baha n evaluasi dan Perbaikan berkelanjuta
Memberikan dasar dalam melakukan evaluasi terhadap Kkinerja
organisasi, mengidentifikasi kendala dan permasalahan, serta
merumuskan langkah perbaikan dan penyempurnaan pelayanan ke
depan.

4. Mendukung penerapan SAKIP dan Zona Integritas
Sebagai instrumen penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta mendukung pencapaian Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM).

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publi k
Mendorong peningkatan mutu pelayanan administrasi kependudukan

yang cepat, mudah, pasti, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dasar Hukum
Dasar Hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor pada Tahun

Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9
Tahun 2015;

3. Undang -undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun
2013;

4. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang S istem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 t entang Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerabh;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Perpres 96 Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir
dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;

12. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei
Kepuasan Masyarakat ;

13. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota
Bogor Tahun 2021 Nomor 3);

15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025 -2026;

16. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan ,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119) ;

Cascading sebagai Dasar Pembentukan Organisasi P erangkat Daerah

Sesuai dengan paradigma organisasi berbasis kinerja yang telah

diterapkan oleh Pemerintah Kota Bogor, dimana setiap Perangkat Daerah




dibentuk untuk dapat meberikan konstribusi pada capaian Visi, Misi, Tujuan

dan Sasaran.

Gambar 1.4.1
Cascading dan Pohon Kinerja

Dapat di lihat pada Aplikasi SADAYA :
https://devsadaya.kotabogor.go.id/pubkdisplay/displaymikro/cascading



https://dev-sadaya.kotabogor.go.id/public-display/display-mikro/cascading

1.5. Peta Proses Bisnis
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Link Peta Proses Bisnis dapat diakses pada tautan berikut
https://drive.google.com/drive/folders/1g9zVV2kH6wWFUeZzZV -
OF5d 0Xi4tvWpIDj
1.6. Gambaran Umum dan Organisasi

1.6.1. Kedudukan

Berdasarkan Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Wali
Kota Bogor Nomor 137 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian dan Tata
Kerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi | Kota Bogor.
Disdukcapil Kota Bogor adalah unsur pelayanan Masyarakat dibidang
Administrasi Kependudukan untuk sub bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bogor berkedudukan di Jal an Ahmad Adnawijaya

(Pandu Raya) Nomor 45A Bogor Utara Kota Bogor.

1.6.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor mempunyai

tugas pokok dalam melaksanakan Sebagian urusan pemerintah daerah di



https://drive.google.com/drive/folders/1gzV2kH6wFUeZzZV-0F5d_0Xi4tvWpIDj
https://drive.google.com/drive/folders/1gzV2kH6wFUeZzZV-0F5d_0Xi4tvWpIDj

bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk melakdsanakan tugas

pokok diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Siipil Kota Bogor

mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan
sipil;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai tugas dan

fungsinya.

1.6.3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor
merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok dalam melakdsanakan
Sebagian urusan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas
Kep[endudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor di pimpin oleh Kepala Dinas
yang berasa di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Bogor

Kepala Disdukcapil dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1
(satu) orang sekretaris, 3 (tiga) bidang, 2 (dua) Sub Bagian dan Jabatan
Fungsional. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bogor, teriri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris Dinas, Sekretariat membawahkan :
a. Sub Bagian Perencanaan da keuangan
b. Sub Bagian Umumdan Kepegawaian
c. Jabatan Fungsional

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
a. Tiga Kelompok Jabatan Analisis Kebijakan
b. Staf

4. Bidang Pencatatan Sipil

a. Tiga Kelompok Jabatan Analisis Kebijakan
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b. Staf
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data
a. Tiga Kelompok Jabatan Analisis Kebijakan
b. Staf
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bogor, disajikan dalam Gambar 1.1

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Bogor
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Data Kepegawaian tahun 2025

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor memiliki 81 Pegawai, terdiri
dari 47 PNS dan 1 P3K dan 33 Non ASN. Dalam menjalankan tugas Pokok
dan fungsinya Disdukcapil Kota Bogor didukung oleh PNS berjumla h 48

Pegawai dengan kondisi sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegaewai berdasarkan Pendidikan

No Uraian Jumlah
1 S2 4
2 S1 28
3 Diploma 2




4 SMA 14
5 SMP 0
6 SD 0
JUMLAH 48
Tabel 1.3
Jumlah Pegawai menurut Golongan
Golongan
No Uraian Jumlah
Il 1] \% PPPK
1 | Kepala 1 1
2 | Sekretariat 1 12 13
3 | Bidang Pelayanan
Pendaftaran 1 16 1 18
Penduduk
4 | Bidang Pencatatan 6 1 7
Sipil
5 | Bidang PIAK 2 6 1 9
Jumlah 0 4 40 3 1 48
Tabel 1.4
Jumlah Pegawai menurut Jabatan Struktural
Eselon
No Uraian Fungsional
Il 1] \
1 | Kepala 1
2 | Sekretariat 1 2
3 | Bidang Pelayanan Pendaftaran 1 3
Penduduk
4 | Bidang Pelayanan Pencatatan 1 2
DSipil




5 | Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan 1 3
dan Pengelolaan Data
Jumlah 1 4 2 8
Tabel 1.5
Jumlah Tenaga Non ASN Sampai dengan Tahun 2025
No Jabatan Jumlah
1 | Operator Pelayanan 20
2 | Kebersihan 6
3 | Keamanan 5
4 | Pengemudi 2
Jumlah 33
Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Disdukcapil Kota Bogor berdasarkan jenis kelamin
sampai dengan Tahun 2025
No Uraian Pria Wanita
1 | Kepala 1
2 | Sekretariat 6 7
3 | Bidang Pelayanan Pendaftaran 13 4
Penduduk
4 | Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 3 5
5 | Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan 7 7
Pengelolaan Data
Jumlah 30 18
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1.8.

Isu -Isu Strategis Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2025

Isu strategis merupakan kondisi atau permasalahan penting yang
harus mendapat perhatian serius karena berpengaruh signifikan terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam
penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Pad a Tahun 2025,
Disdukcapil Kota Bogor menghadapi sejumlah isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat,
mudah, dan transparan menuntut peningkatan kualitas layanan
administrasi kependudukan. Meskipun telah dilakukan berbagai inovasi
pelayanan, masih diperlukan penguatan standar pelayanan, peningkatan
kenyamanan sarana prasarana, serta konsistensi penerapan SOP agar
pelayanan dapat berjalan optimal dan merata bagi seluruh lapisan
masyarakat.

2. Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi isu strategis
utama. Diperlukan penguatan budaya kerja berintegritas, peningkatan
pengawasan internal, serta transparansi dalam pel ayanan publik guna
mencegah potensi praktik korupsi, pungutan liar, dan maladministrasi.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Layanan
Perkembangan teknologi informasi menuntut Disdukcapil untuk terus
beradaptasi melalui digitalisasi layanan kependudukan. Tantangan yang
dihadapi meliputi kesiapan infrastruktur teknologi, keamanan data
kependudukan, serta kemampuan sumber daya manusia dala m
mengoperasikan sistem digital guna mendukung pelayanan yang efektif
dan efisien.

4. Akurasi dan Pemutakhiran Data Kependudukan
Ketersediaan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan
terintegrasi menjadi kebutuhan strategis dalam mendukung perencanaan
pembangunan daerah dan pelayanan publik. Permasalahan seperti data

ganda, perubahan status penduduk, serta mobilitas penduduk yan g
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tinggi menjadi tantangan yang perlu ditangani melalui pendataan
berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi informasi.

5. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM
Kualitas sumber daya manusia aparatur menjadi faktor kunci
keberhasilan pelayanan. Masih diperlukan peningkatan kompetensi
teknis, pemahaman regulasi, serta penguatan etika pelayanan publik
agar aparatur mampu memberikan pelayanan yang prima dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat.

6. Perluasan Akses Layanan bagi Kelompok Rentan
Masih terdapat kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses
terhadap layanan administrasi kependudukan, seperti penyandang
disabilitas, lanjut usia, masyarakat miskin, dan penduduk rentan
administrasi. Oleh karena itu, penguatan layanan inklusif da n pelayanan
jemput bola menjadi isu strategis yang perlu terus dikembangkan.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Anggaran
Tuntutan terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan pencapaian
kinerja yang terukur semakin meningkat. Hal ini menuntut Disdukcapil
untuk memperkuat perencanaan berbasis kinerja, pengukuran capaian
yang akurat, serta pelaporan kinerja yang transparan dan akuntabel
sesuai prinsip SAKIP.

8. Sinergi dan Kolaborasi Antar Perangkat Daerah
Pelayanan administrasi kependudukan tidak dapat berjalan optimal
tanpa dukungan lintas sektor. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan
kolaborasi dengan perangkat daerah lain, kecamatan, kelurahan, serta
instansi vertikal menjadi isu strategis dalam mewu judkan pelayanan yang

terpadu dan berkelanjutan.

Isu -isu strategis tersebut menjadi dasar dalam perumusan kebijakan,
program, dan kegiatan Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2025, serta menjadi
acuan dalam penyusunan target kinerja dan strategi pencapaian hasil yang
berorientasi pada peningkatan kualitas pelay anan publik dan kepuasan

masyarakat.
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1.9. Anggaran Tahun 2025
Pada tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
mendapatkan alokasi anggaran Murni sebesar Rp. 17.485.547.372, - (Tujuh
Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh
Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), dan telah mengalami
penambahan anggaran yang di terima setelah perubahan sebesar
Rp. 19.796.174.266, - (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh
Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam
Rupiah) dapat dilihat pada tabel di  bawah ini:
Tabel 1.7
Anggaran Tahun 2025
No Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Pagu Murni Pagu
Perubahan
| PROGRAM :
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 15.623.283.024
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 Kegiatan :
Perencanaan, Penganggaran dan 113.816.500 113.816.599
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1 Sub Kegiatan : 113.816.500 113.816.599

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 Kegiatan :
Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

10.488.077.388

10.762.091.874

2 Sub Kegiatan :
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

10.439.504.588

10.704.349.074

3 Sub Kegiatan :

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

48.572.800

57.742.800

3 Kegiatan :
Administrasi Umum Perangkat Daerah

416.542.300

536.632.600

4 Sub Kegiatan :
Penyediaan Komponen Instalasi

17.388.300

17.388.300




Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

5 Sub Kegiatan : 40.784.500 40.784.500
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

6 Sub Kegiatan : 178.469.900 190.232.400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor

7 Sub Kegiatan : 17.289.400 17.289.400
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

8 Sub Kegiatan : 57.855.200 148.215.200
Fasilitasi Kunjungan Tamu

9 Sub Kegiatan :
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 104.755.000 122.722.800
dan Konsultasi SKPD

Kegiatan :

Pengadaan BMD Penunjang Urusan 660.084.600 2.071.216.500

Pemerintah Daerah

10 | Sub Kegiatan :
Pengadaan Peralatan dan Mesin 660.084.600 2.071.216.500

Lainnya

Kegiatan :
Penyediaan Jasa Penunjang
Pemerintahan Daerah

1.846.026.848

1.590.808.256

11

Sub Kegiatan :

Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber Daya Air dan
Listrik

268.159.720

276.131.528

12

Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

1.577.867.128

1.314.676.728

Kegiatan :
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 548.717.294 548.717.294
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
13 | Sub Kegiatan :
Persediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 178.973.325 178.973.325
Perizinan Kendaraan
Dinas/Lapangan
14 | Sub Kegiatan :
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 234.010.000 234.010.000
Kantor dan Bangunan Kantor
15 | Sub Kegiatan :
Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana 135.733.969 135.733.969




Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

PROGRAM :
PENDAFTARAN PENDUDUK

2.720.044.000

3.270.368.700

7 Kegiatan :

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

15.631.700

110.631.700

16

Sub Kegiatan :

Pendataan Penduduk Non
Permanen dan Rentan Administrasi
Kependudukan

15.631.700

110.631.700

8 Kegiatan :

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

2.704.412.300

3.159.737.000

17

Sub Kegiatan :
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

2.704.412.300

3.159.737.000

PROGRAM :
PENCATATAN SIPIL

140.889.700

140.889.700

9 Kegiatan :

Pelayanan Pencatatan Sipil

60.562.000

60.562.000

18

Sub Kegiatan :

Pencatatan, Penatausahaan dan
Penerbitan Dokumen atas Pelaporan
Peristiwa Penting

60.562.000

60.562.000

19

Sub Kegiatan :
Peningkatan dalam Pelayanan
Pencatatan Sipil

10 | Kegiatan :

Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

80.327.700

80.327.600

20

Sub Kegiatan :
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil

80.327.600

80.327.600

PROGRAM :
PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

551.348.742

761.632.942

11 | Kegiatan:

Pengumpulan Data Kependudukan dan
Pemanfaatan dan Penyajian Database
Kependudukan

483.798.800

694.083.000

21

Sub Kegiatan :
Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan

62.527.300

62.527.300




22 | Sub Kegiatan

Inventarisasi Data untuk 421.271.500 631.555.700
kepentingan pembangunan daerah
12 | Kegiatan :
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi 67.549.942 67.549.942

Administrasi Kependudukan

23 | Sub Kegiatan :
Komunikasi, Informasi dan Edukasi 67.549.942 67.549.942
Kepada Pemangku Kepentingan

JUMLAH PAGU | 17.485.547.372 19.796.174.266

1.10. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024
Berikut ini merupakan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Atas Laporan
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor yang tertuang dalam
Laporah Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Kota Bogor Nomor 700/ 39/VI -
LHE/2024/ Itdatanggal 07 Juni 2024 dengan hasil sebagai berikut :
Tabel 1.8
Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024
Kelemahan Tindak Bukti
No Atas Hasil Rekomendasi Lanjut Ketrerangan Evident
Evaluasi S|D|B
Laporan Membuat jadwal a Telah membuat B
Kinerja Tahun program kerja jadwal dan program
2023  belum | revieu internal Kerja Reviu Internal
dilakukan untuk untuk melaksanakan
reviu oleh Tim | melaksanakan Reviu laporan Kinerja
Internal Laporan Kinerja Disdukcapil Kota
Disdukcapil Disdukcapil Kota Bogor Periode Tahun &
Kota Bogor Bogor periode 2024
Tahun 2024
Rencana Aksi Tahun 2024
https://drive.google.com/drive/folders/11TeEV03g -LOpaxAmk2eRgOcESWUBFmMPm
Belum Membuat Surat a Telah membuat Surat
dibentuk Tim Keputusan Kepala Keputusan Kepala M
Evaluasiasi Dinas Dinas Kependudukan
Internal  atas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan Pencatatan Kota Bogor tentang
v
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https://drive.google.com/drive/folders/1ITeEV03g-L0paxAmk2eRg0cE5wUBFmPm

Pelaporan Sipil Kota Bogor Tim Revieu Kinerja
Kinerja tentang Tim Reviu Internal PD untuk
Kinerja Internal periode Tahun 2024
PD untuk Tahun
2024
SK Kepala Disdukcapil Kota Bogor Nomor 800/11 -Disdukcapil Tahun 2024 tentang Tim

Evaluator Internal Evaluasi Pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Pencapaian

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Bogor

https://drive.google.com/drive/folders/IRxU2UhX0acBMmKfOQXlyuvAszyvZHzLs

JUMLAH | 2



https://drive.google.com/drive/folders/1RxU2UhXOacBMmKf0QXlyuvAszyvZHzLs

BAB I

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1.

Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025 disusun sebagai bagian dari implementasi Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 82029 serta mengacu pada Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025 02026 sebagai dokumen
transisi pasca berakhirnya RPJMD sebelumnya.

Perencanaan kinerja ini disusun untuk menjamin keterkaitan antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengukuran kinerja dalam
rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan
akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Sistem A kuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).

Perencanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025 mendukung pencapaian arah kebijakan dan sasaran
pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Bogor Tahun
2025 82026, khususnya pada aspek:

1 Peningkatan kualitas pelayanan publik;

1 Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berbasis
digital;

1 Pemenuhan hak dasar masyarakat melalui pelayanan administrasi
kependudukan yang inklusif, cepat, dan akurat.

Peran strategis Disdukcapil diarahkan untuk mendukung pencapaian
sasaran pembangunan daerah melalui peningkatan kepemilikan dokumen
kependudukan, validitas dan pemanfaatan data kependudukan, serta
peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi pedoman
utama dalam penyusunan perencanaan kinerja tahunan. Sasaran strategis
yang ditetapkan dalam Renstra dijabarkan ke dalam sasaran kinerja
tahunan, indikator kinerja, serta target yang terukur pa da Tahun 2025.

Adapun keterkaitan tersebut diwujudkan melalui:
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A Penjabaran visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran
perangkat daerah;

A Penetapan indikator kinerja utama (IKU) yang selaras dengan sasaran
strategis Renstra,;

A Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung

pencapaian target kinerja.

2.1.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025
Tujuan Rencana Strategis Disdukcapil adalah terwujudnya tata
Kelola pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel serta tata Kelola

pelayanan publi k yang berkualitas dan terpenuhinya hak masyarakat untuk

mendapatkan legalitas lependudukan. Tujuan tersebut mencerminkan

komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada
kepentingan masyarakat, berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas,
dan profesionalisme. Adapun penjabaran dari tujuan tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
Disdukcapil berupaya mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, serta
pengendalian program dan kegiatan secara terukur, tepat sasaran, dan

berbasis kinerja. Efektivitas diwujudkan melalui pencapaian target

pelayanan kependudukan, sedangkan efisiensi dicapai melalui

pemanfaatan sumber daya secara optimal, termasuk pemanfaatan
teknologi informasi dan digitalisasi layanan.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel
Penyelenggaraan tugas dan fungsi Disdukcapil dilakukan secara
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penguatan sistem
perencanaan, penganggaran, pelaporan Kkinerja, serta pengawasan
internal. Akuntabilitas ini tercermin dalam penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaporan kinerja yang selaras dengan prinsip Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

3. Menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas legalitas

kependudukaneningkatkan kualitas tata kelola pelayanan public
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Pelayanan  administrasi  kependudukan  diselenggarakan  secara
profesional, mudah diakses, cepat, pasti, dan berkeadilan dengan
berorientasi pada kepuasan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas
layanan dilakukan melalui penyederhanaan prosedur, penetapan stand ar

pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan budaya

kerja aparatur yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan.

4. Menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas legalitas kependudukan

Disdukcapil

kependudukan yang sah dan valid, seperti KTP

pencatatan sipil, serta dokumen kependudukan lainnya. Pemenuhan hak

memastikan seluruh penduduk memperoleh dokumen

-el, Kartu Keluarga, akta

ini menjadi dasar penting bagi masyarakat dalam mengakses p elayanan
publik, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan hak -hak sipil
lainnya.
Tabel 2.1
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Disdukcapil Kota Bogo rs.d202 5
No Tujuan dan Sasaran Indikator Capai Capai Tar Tar Tar
Tujuan/Sasaran an an get get get
2023 | 2024 | 2023 | 2024 2025
Tahun 202 3 dan 2024
1 | Tujuanl: Indeks Reformasi
Terwujudnya Reformasi Birokrasi
Birokrasi di A A A A -
Lingkungan Pemerintah
Kota Bogor
Sasaran ke 1: Nilai Indeks
Meningkatnya Kualitas Reformasi
Tatakelola Birokrasi di
Pemerintahan yang Lingkungan 81 82 -
efektif dan akuntabel di Perangkat Daerah
lingkup perangkat
daerah
Sasaran ke 2 : Persentase
Meningkatnya kualitas pengelolaan data
Pengelolaan data dan dan informasi 100% | 100% -
informasi kependudiukan
kependudukan
2 | Tujuan 2: Persentase
Terwujudnya landasan penduduk yang
legalitas kependudukan memiliki legalitas 100% | 100% -
dalam rangka administrasi
mendukungnketahanan kependudukan
keluarga
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Sasaran 1: Presentase
Meningkatnya kualitas penduduk yang 100% | 100% -
penyelenggaraan terlayani
administrasi
kependudukan
Tahun 2025
Tujuan 1 1. Predikat
Terwujudnya Tata SAKIP di A
Kelola Pemerintahan Lingkup Predikat
yang efektif, Efisien dan Perangkat
Akuntabel serta tata Daerah
Kelola pelayanan public 2. Indeks
yang berkualitas Kepuasan 3.80
Masyarakat Indeks
Sasaran 1: 1. Nilai SAKIP di
Meningkatnya Lingkup 91.50
akuntabilitas kinerja Disdukcapil Nilai
dan keuangan Kota Bogor
perangkat daerah 2. Kepatuhan
pengelolaan 98.30
Keuangan %
3. Persentase
Tindaklanjut
Hasil 100%
Pemeriksaan
BPK/Itda
4. Jumlah
Inovasi PD
yang
ditetapkan
menjadi 1
Inovasi Inovasi
Daerah
(Tingkat
Kematangan
Inovasi >70)
Sasaran 2 : Survey Kepuasan
Meningkatnya kualitas Masyarakat di
penyelelnggaraan Lingkup 95.00
pelayanan public di Perangkat Daerah Nilai
lingkup Perangkat
Daerah
Tujuan 2 : Persentase
Terpenuhinya hak pemenuhan 99.20
masyarakat untuk %
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mendapatkan legalitas identitas
kependu dukan kependudukan

Sasaran 1: 1. Persentase
Meningkatnya kualitas penduduk 100
pelayanan penerbitan Wajib KTP %
dan pemanfaatan yang memiliki
Dokumen E-KTP

Kependudukan

2. Persentase 82.00
anak yang %
memiliki KIA

3. Persentase
penduduk 99.20
yang memiliki %
Akta Kelahiran
0-18 tahun

4. Persentase
pemanfaatan 69.44
data agregat %
kependudukan
dan
Pencatatan
Siplil

Untuk mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas
kinerja pemerintah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor menetapkan
indikator Kinerja Utama (IKU) agar terlihat ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran teategis Perangkat Daerah. Capaian IKU ditentukan atas target yang akan
dicapai dengan canggengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan. Penetapan indikator

Kinerja Utama (IKU) Disdukcapil untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel2.2
Indikator Kinerja Utamdisdukcapil Kota Bogor
Tahun 2025
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Penanggung Sumber | Ket
Strategis jawab Data
Uraian Formulasi/ Satuan
Indikator Cara
Kinerja Perhitungan
1 | Meningkatnya Jumlah Hasil Inovasi/ Bidang Disduk
Akuntebilitas Inovasi Perhitungan Tahun/ Pengelolaan Capll
Kinerja dan Perangkat BAPPERIDA PD Informasi Kota
Keuangan PD Daerah yang Administrasi Bogor
ditetapkan Kependudukan
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menjadi dan
inovasi Daerah Pemanfaatan
(Tingkat Data
Kematangan
Inovasi > 70)
Meningkatnya Survey x Juml al Nilai Sekretaris Disduk
Kualitas Kepuasan Rata-rata Dinas Capil
Penyelenggaraan Masyarakat di (I'ntervg Kota
Pelayanan Lingkup Jumlah Bogor
Publik di Perangkat Pertanyaan x
Lingkup Daerah 100% /6
Perangkat
Daerah
Meningkatnya Persentase x Juml a] Persen Bidang Disduk
Kualitas Penduduk Penduduk Pelayanan Capil
Pelayanan wajib KTP yang yang memiliki Pendafataran Kota
Penerbitan dan memiliki E - KTP-elektronik Penduduk Bogor
Pemanfaatan KTP [/ x Jum
Dokumen Wajib KTP X
Kependudukan 100%
Persentase x Juml a] Persen Bidang Disduk
Anak yang Anak yang Pelayanan Capil
memiliki KIA memiliki KIA / Pendafataran Kota
x Juml a Penduduk Bogor
Anak usia 0 -
17 Tahun
Kurang 1 hari
X 100%
Persentase x Juml a] Persen Bidang Disduk
Penduduk anak usia 0 - Pelayanan Capll
yang memiliki 18 Tahun yang Pencatatan Kota
Akta Kelahiran memiliki Sakta Sipil Bogor
0-18 Tahun Kel ahir g
Jumlah
Keseluruhan
Anak usia 0 -
18 Tahun x
100%
Persentase x Juml a Persen Bidang Disduk
Pemanfaatan Perangkat Pengelolaan Capil
Data Agregat Daerah yang Informasi Kota
Kependudukan memanfaatkan Administrasi Bogor
dan data Kependudukan
Pencatatan kependudukan dan
Sipil [/ x Jum
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Perangkat
Daerah di Kota
Bogor x 100%

Pemanfaatan
Data

2.1.2. Strategi dan Kebijakan

Rangkaian

rumusan pernyataan strategi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor diantaranya :

Tabel 2.3

Tujuan, Sasaran dan Strategi Kebijakan

dan kebijakan Dinas

Tujuan Sasaran Indikator Strategi Kebijakan
Tujuan/
Sasaran
Tujuan RPD : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran RPD :

Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang efektif, Lincah dan

Kolaboratif
Tujuan 1 : Predikat SAKIP
Terwujudnya di Lingkup
Tata Kelola Perangkat
Pemerintahan Daerah
yang efektif,
efisien dan Indeks
akuntabel Kepuasan
serta tata Masyarakat
Kelola Disdukcapil
pelayanan Kota Bogor
public yang
berkualitas Sasaran | : 1. Nilai SAKIP Meningkatkan 1. Peningkatan
Meningkatnya di Lingkup kualitas kualitas
Akuntabilitas Disdukcapil penyusunan perencanaan
Kinerja dan Kota Bogor Dokumen kinerja,
Keuangan perencanaan pengukuran
Perangkat perangkat daerah kinerja,
Daerah yang sinergis pelaporan
dengan perencanaan kinerja dan
Pembangunan evaluasi kinerja
daerah, Disdukcapil
memperkuat sostem secara
monitoring dan berkelanjutan
evaluasi kinerja . Penguatan
serta system Sinergitas

pengendalian intern

kebijakan dan
Program Kerja
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organisasi secara
berkelanjutan

Disdukcapil
dalam rangka
mengoptimalkan
capaian kinerja
perencanaan
Pembangunan
daerah

. Peningkatan

kualitas
pengelolaan
resiko
Disdukcapll
dalam
pencapaian
target kinerja
organisasi

. Penguatan

system
pengendalian
intern
Disdukcapil

. Pengembangan

Inovasi yang
berkelanjutan
untuk
mendukung
peningkatan
kinerja
organisasi

. Penguatan

system
monitoring dan
evaluasi kinerja
secara
berkelanjutan

. Penerapan

reward dan
punishment
sebagai tindak
lanjut evaluasi
kinerja
organisasi dan
individu

2. Kepatuhan
Pengelolaan
Keuangan

Meningkatkan
Kepatuhan
Pengelolaan
Keuangan sesuai

Penguatan Tata
Kelola
Keuangan
sesuai dengan
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dengan peraturan
yang berlaku

standar yang
telah ditetapkan
Peningkatan
Kompetensi dan
Integritas SDM

3. Persentase

Meningkatkan

Penguatan Tata

Tindaklanjut kualitas pengelolaan Kelola
Hasil keuangan dan Keuangan sesui
Pemeriksaan | pertanggungjawaban standar yang
BPK/Itda keuangan sesuai telah di
dengan peraturan tetapkan
perndangan - Peningkatan
undangan yang Kompetensi dan
berlaku Integritas SDM
4. Jumlah Meningkatkan Pengembangan
Inovasi PD kualitas Inovasi Inovasi sesuai
yang dengan
ditetapkan kebutuhan
menjadi Peningkatan
inovasi Kompetensi dan
Daerah Integritas SDM
(Tingkat
Kematangan
Inovasi >
70)
Sasaran 2 : Survey Meningkatkan Peningkatan
Meningkatnya Kepuasan kualitas pelayanan kualitas SDM
kualitas Masyarakat di Disdukcapil sesuai Disdukcapil
penyelenggaraan Lingkup dengan saran dan baik dari sisi
pelayanan Perangkat masukan dari Kompetensi
public di daerah pengguna layanan maupun
Lingkup penguatan core
Perangkat value Berakhlak
Daerah Pemenuhan
sarana
prasarana
sesuai dengan
rencana
kebutuhan
Pengelolaan
Pengaduan
Masyarakat
yang lebih
responsive
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Peningkatan
kualitas
layanan yang
diberikan oleh
Disdukcapll
sesuai dengan
standar
pelayanan yang
telah
ditetapkan
Tujuan 2 : Persentase
Terpenuhinya pemenuhan
hak identitas
Masyarakat kependudukan
untuk
mendapatkan Sasaran 3 : Persentase Meningkatkan akses 1. Digitalisasi
Legalitas Meningkatnya penduduk dan aksebilitas pelayanan
Kependudukan kualitas Wajib KTP masyarakat dalam administrasi
pelayanan yang memiliki memperoleh kependudukan
penerbitan dan e-KTP dokumen . Penyederhanaan
pemanfaatan Persentase administrasi Prosedur
Dokumen anak yang kependudukan penerbitan
Kependudukan memiliki KIA sesuai dengan Dokumen
Persentase ketentuan yang Administrasi
penduduk berlaku Kependsudukan
yang memiliki . Penguatan
Akta Kelahiran Sumber Daya
0-18 Tahun SDM, Sarana
Persentase Prasarana dan
Pemanfaatan Anggaran
Data Agregat
Kependudukan
dan
Pencatatan
Siplil
Tabel 2.4
Sasaran , Program dan Kegiatan Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2025
No Sasaran program Kegiatan
1 Meningkatnya Penunjang Urusan Perencanaan,

Akuntabilitas Kinerja dan
Keuangan Perangkat

Daerah

Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
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. Administrasi

Keuangan Perangkat
Daerah

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
pelayanan public di
lingkup perangkat daerah

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Administrasi Umum
Perangkat daerah
Pengadaan BMD
Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

3. Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

4. Pemeliharaan BMD
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Meningkatnya Kualitas Pendaftaran Penduduk 1.
pelayanan penerbitan dan
pemanfaatan dokumen

kependudukan 2.

Pelayanan
Pendaftaran
Penduduk
Penyelenggaraan
Pendaftaran
Penduduk

Pencatatan Sipil 1. Pelayanan
Pencatatan Sipil
2. Penyelenggaraan

Pencatatan Sipil

Pengelolaan Informasi 1. Pengumpulan Data

Administrasi Kependudukan Kependudukan dan
Pemanfaatan dan
Penyajian Database
Kependudukan

2. Penyelenggaraan dan
Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan

2.2.

Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan
/kesepakatan/perjanjian kinerja antara pimpinan dan staff untuk mencapai
target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran
strategis, Indikator kinerja utama beserta target kin erja dan anggaran.

Perjanjian kinerja disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 20 25-2026 dan rencana kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 202 5 sebagaimana diatur
dalam peraturan Wali Kota Bogor Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan

Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024.
Dokumen Perjanjian Ki nerja tahun 202 5 dibuat sebagai bentuk komitmen
pimpinan dalam pencapaian target kinerja Pembangunan. Sebagai wujud
nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan
integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, maka
disusunlah Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Bogor yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Ese;lon Il, Ill dan IV Mengacu

pada hal yang s udah ditetapkan tersebut, dengan mempertimbangkan
prioritas Pembangunan dan arah kebijakan Pembangunan maka target

kinerja utama yang diperjanjikan Disdukcapil Kota Bogor tahun 202 5 adalah

Gambar 2.2.1.
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No

Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi

Meningkatnya Nilai SAKIP di

Akuntabilitas Kinerja
dan Keuangan Perangkat
Daerah

Lingkup Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil Kota Bogor

Nilai

91,50

89,25

Kepatuhan
Pengelolaan
Keuangan

Persen

98.30

86.61

Persentase
Tindaklanjut Hasil
Pemeriksaan
BPK/ltda

Persen

100

72.29

Jumlah Inovasi
Perangkat Daerah
yang ditetapkan
menjadi Inovasi
Daerah (Tingkat
Kematangan
Inovasi >70)

Inovasi/
Tahun/
PD
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Meningkatnya kualitas Survey Kepuasan
penyelenggaraan Masyarakat di
pelayanan public di Lingkup Perangkat Point 95 95.21
Lingkup Perangkat Daerah
Daerah
Meningkatnya Kualitas Persentase
Pelayanan penerbiyan Penduduk wajib
dan pemanfaatan KTP yang memiliki Persen 100 100
Dokumen E-KTP
Kependudukan
Persentase Anak
yang mremiliki KIA Persen 82 82.10
Persentase
Penduduk yang
memiliki Akta Persen 99.20 99.22
Kelahiran 0 -18
Tahun
Persentase
Pemanfaatan data
agregat Persen 69.44 69.44
kependudukan
dan pencatatan
sipil

Gambar 2.2.2

Lampiran Program Pagu Anggaran dan Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2025

Anggaran Sumber
No Program APBD 2025 P-APBD 2025 Dana
1 Penunjang Urusan APBD
Pemerintahan Daerah 13.782.948.930 15.623.283.024
Kabupaten/Kota
2 Pendaftaran Penduduk 2.720.044.000 3.270.368.700 APBD
3 Pencatatan Sipil 154.735.300 140.889.600 APBD
4 Pengelolaan Informasi APBD
Administrasi 272.425.642 761.632.942
Kependudukan
Jumlah 16.930.103.872 19.796.174.266

30



2.3.

Keterkaitan dengan Zona Integritas

Perencanaan kinerja Tahun 2025 juga diarahkan untuk mendukung

pembangunan Zona Integritas menuju WBBM melalui:

a.

Penguatan Manajemen Perubahan

LKIP menjadi sarana untuk memastikan bahwa perubahan pola pikir
(mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur telah berjalan secara
sistematis. Perencanaan kinerja, pelaksanaan program, hingga evaluasi
capaian dilakukan secara terukur dan berkelanjutan , Sejalan dengan
komitmen reformasi birokrasi.

Penataan Tata Laksana

Melalui LKIP, seluruh proses kerja dan pelaksanaan kegiatan
terdokumentasi dengan baik dan terukur. Hal ini mendukung
penyederhanaan proses bisnis, peningkatan efektivitas pelayanan, serta
pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi
kepend udukan.

Penataan Sistem Manajemen SDM

LKIP memuat kinerja aparatur berdasarkan tugas dan fungsi yang jelas,
sehingga mendorong peningkatan profesionalisme, kedisiplinan, serta
akuntabilitas individu dan unit kerja. Capaian kinerja menjadi dasar
evaluasi dan pembinaan SDM.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

LKIP  merupakan instrumen utama dalam penerapan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui pelaporan
kinerja yang terukur dan berbasis indikator, Disdukcapil memastikan
bahwa penggunaan sumber daya dan anggaran memberikan hasil yang
optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan Pengawasan

LKIP mendukung penguatan pengawasan internal melalui evaluasi
capaian kinerja, identifikasi risiko, dan tindak lanjut atas permasalahan
yang muncul selama pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini menjadi
bagian dari upaya pencegahan penyimpangan dan penin gkatan
kepatuhan terhadap peraturan perundang -undangan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
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Melalui pengukuran kinerja seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), LKIP berperan dalam
memastikan bahwa pelayanan administrasi kependudukan berjalan
sesuai standar pelayanan, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta

bebas dari praktik maladministrasi.

LKIP Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2025 mendukung pencapaian sasaran Zona

Integritas melalui:

1. Transparansi Kinerja dan anggaran, sehingga mendorong kepercayaan
publik;

2. Penguatan Budaya Integritas, melalui pengukuran kinerja yang objektif dan
berkelanjutan;

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terukur melalui nilai IKM dan
IPAK

4. Pencegahan Praktik Korupsi dengan memperkuat pengendalian internal dan

akuntabilitas kinerja.
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BAB 1]

AKUNTABILITAS K INERJA

3.1.Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bogor Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh program
dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana
Kerja Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakuk an dengan membandingkan
antara target dan realisasi indikator kinerja utama (IKU) sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Secara umum, capaian kinerja Disdukcapil Kota Bogor pada tahun
2025 telah sesuaitarget ditandai dengan tercapainya seluruh indikator kinerja

utama yang telah ditetapkan

3.1.1.Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan
upaya -upaya yang dilakukan  nntara lain strategi, program, dan kegiatan serta
penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Hasil pengukuran terhadap
indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bogor.

IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor telah
tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bogor Nomor 800/ 7 0 Disdukcapil Tahun 202 5 tentang
Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Bogor sebagaimana telah diubah deng an Surat Keput usan Kepala
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 800/36 -Disdukcapil tentang
Perubahan Indikator Kinerja Utama . Dimana dalam SK tersebut tercantum
bahwa terdapat 6 indikator Sasaran yan g ditetapkan menjadi Indikator Kinerja
Utama pada Disdukcapil Kota Bogor. Sementara untuk Sasaran Kinerja
sebagaimana tercantum di dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dengan Walikota Bogor
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terdapat 3 Sasaran. Realisasi kinerja Disdukcapil Tahun 2025 dapat dijelaskan

dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Realisasi Capaian IKU Disdukcapil Tahun 2025

No Sasaran Indikator Sat Kinerja Capaian
Kinerja Target Realisasi Kinerja
1 | Meningkatnya Jumlah Inovasi
Akuntabilitas Perangkat
Kinerja dan Daerah yang Inovasi/
Keuangan ditetapkan Tahun 1 3 300
Perangkat menjadi inovasi /PD
Daerah daerah (Tingkat
Kematangan
Inovasi >70)
2 | Meningkatnya Survey Kepuasan
kualitas Masyarakat di
penyelenggaraan Lingkup
pelayanan public Perangkat Nilai 95 95.21 100.22
di lingkup Daerah
Perangkat
Daerah
3 | Meningkatnya Persentase
kualitas Penduduk Wajib
pelayanan KTP yang
penerbitan dan memiliki E -KTP Persen 100 100 100
pemanfaatan
dokumen
kependudukan
Persentase Anak
yang memiliki Persen 82 82.10 100.12
KIA
Persentase
Penduduk yang
memiliki Akta Persen 99.20 99,20 100
Kelahiran 0 -18
Tahun
Persentase
Pemanfaatan
data agregat Persen 69.44 69.44 100
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kependudukan
dan pencatatan
sipil

Tabel 3.2

Realisasi Capaian Realisasi Disdukcapil Tahun 2025

No Sasaran Indikator Sat Kinerja Capaian
Kinerja Target Realisasi Kinerja
1 | Meningkatnya Nilai SAKIP di
Akuntabilitas Lingkup Dinas Nilai 91,50 89,25 97,54
Kinerja dan Kependudukan
Keuangan dan Pencatatan
Perangkat Sipil Kota Bogor
Daerah Kepatuhan
Pengelolaan Persen 98.30 86.61 88.11
Keuangan
Persentase
Tindak Lanjut
Hasil Persen 100 72.29 72.29
Pemeriksanaan
BPK/Itda
Jumlah Inovasi
Perangkat
Daerah yang Inovasi/
ditetapkan Tahun 1 3 300
menjadi inovasi /PD
daerah (Tingkat
Kematangan
Inovasi >70)
2 | Meningkatnya Survey Kepuasan
kualitas Masyarakat di
penyelenggaraan Lingkup
pelayanan public Perangkat Nilai 95 95.21 100.22
di lingkup Daerah
Perangkat
Daerah
3 | Meningkatnya Persentase
kualitas Penduduk Wajib
pelayanan KTP yang
penerbitan dan memiliki E -KTP Persen 100 100 100
pemanfaatan
dokumen
kependudukan
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Persentase Anak
yang memiliki Persen 82 82.10 100.12
KIA

Persentase
Penduduk yang
memiliki Akta Persen 99.20 99,20 100
Kelahiran 0 -18

Tahun

Persentase
Pemanfaatan
data agregat Persen 69.44 69.44 100

kependudukan
dan pencatatan
sipil

Bagan Capaian Sasaran 1

Efisiensi Anggarar

97,54% e

93 95,96%

¢ sasi Nasional | Lebih Tinggi
66,45

Nilai SAKIP di Lingkup Disdukcapil Kota Bogor

Nilai sakip perangkat daerah digunakan untuk mengukur pada perangkat daerah
digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja organisasi pemeiiitah
sakip diukur dan dipublikasikan oleh Inspektorat Kota Bogor. Pada tahun 2025, realisasi
nilai sakip mencapa89.25dari target yang ditetapkan sebe8ar50,sehingga tingkat
capaian kinerjanya sebe$at.54%.
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Pada aspek realisasi, nilai sakip diB@s25mengalampenurunarsebesa.30
poin dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 8&rb5pada tahun 2024 menja89.25
pada tahun 2025.

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indikator nilai sakip
tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun
2025 2029 dengan targepredikat A dan nilaiakhir sebesai89.8 Jika dibandingkan
dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut baru nn88yai

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi nilai
sakip dinaKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bagenunjukkan kinerja yang
lebih baik. Realisasi nilai sakip dind&ependudukan dan Pencatatan Stigilcatat
sebesaB9.25 lebihtinggi dibandingkan dengamilai Kota Bogor sebesar 78.98%0vinsi
Jawa Baratdengan nilai 69.05dan nasional sebesaengan nilai 66.45Hal ini
menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas digependudukan dan Pencatatan Sipil
relatif lebih baik dibandingkan ratata provinsi maupun nasional.

Faktor penghambataitu terdapat catatan pada LHE pada aspek Perencanaan
Kinerja khususnya pada Pemanfaatan Perencanaan Kinerja yang mana Perencanaan
Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 belum optimal berdasarkan laporan kinerja sub kegiatan
pada aplikasi SIABANG tercatat capaian kiaespsaran sub kegiatan sebesar 19.62%
dan capaian realisasi anggaran baru sebesar 43.58%

Dalam rangka mengakselerasi capaian kinerja di tahun mendatang, diperlukan
perbaikanperbaikan sebagai berikntembuat pengingat terkait dengan anggaran kas di
masingmasing bidang.

Program yang mendukung pencapaian nilai sakip yaitu prog@munjang
Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kad¢agan Totapagu anggaran sebesar Rp.
15.623.283.024, terealisasi sebesar Rp. 14.810.608.700

Rencana perbaikan yang akan dilaksanakan pada tahuns28@éi dengan
rekomendasi dari Inspektorat ialah :

1. Melaksanakan rencana aksi dan target yang telah ditetapkan secara optimal

pada triwulan berikutnya. Serta memastikan bahwa target kinerjatetap
track hingga akhir tahun dengan melakukan pemantauan dan evaluasi yang
efektif secara berkala, sehingga dapat mewujudkan hasil yang lebih baik pada

triwulan berikutnya
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2. Menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja triwulan kepada
bidangbidang dan melakukan Tindakan korektif apabila target kinerja tidak

tercapai

Bagan Capaian Sasaran 2

88,11% (MM il

63,52%

d Rata-Rata Nasional :
Realisasi Nasional| Lebih Tinggi

Kepatuhan Pengelolaan Keuangan

Kepatuhan Pengelolaan Keuangaligunakan untuk mengukwejauh mana
suatu perangkat daerah mengelola keuangan sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaki{epatuhan Pengelolaan Keuangéinkur dan dipublikasikan
olehBKAD Kota Bogor. Pada tahun 2025, realigasisentase Kepatuhan Pengelolaan
Keuangamencapa86.61%dari target yang ditetapkan sebe3@u30%sehingga tingkat
capaian kinerjanya sebe$8.11%.

Pada aspek realisaskersentase Kepatuhan Pengelolaan Keuardijaas
Kependudukan dan Pencatatan Sipili aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan
tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena indik&ersentase Kepatuhan
Pengalolaan Keuangdrelum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada
periode Renstra Tahun 202924

Persentase Kepatuhan Pengelolaan Keuatidgndigunakan sebagai Indikator
Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tal2019 2024 dan hanya tercantum
dalam Dokumen RPD Tahun 202026. Oleh karena itu, perbandingan terhadap target
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jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target tahun 2026 98b&3%r
sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD, sehingga diperoleh capaianc&b2%ar

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indiketsentase
Kepatuhan Pengelolaan Keuandgaak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama
(IKU) dalam Dokumen renstra Tahun 202526 dengan target sebes@a8.40%Jika
dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut baru
mencapab3.52%sementara indikator tersebut tidak dijadikan IKU pada Renstra 2025
2029.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi
Persentase Kepatuhan Pengelolaan KeuatigasKependudukan dan Pencatatan Sipil
tidak dapat disajikan dan dianalisis karena perbedaan indicator antara Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dengan Kota, Provinsi maupun
Nasional.

Faktor penghambaPersentase Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Adalah
dalam aspek

1. Pada penilaian Persentase penyampaian laporan keuangan secara tepat

waktu, Disdukcapil hanya mencapai 89.47% ketepatan waktunya

2. Pada penilaian Persentase Kepatuhan Anggaran yang mana merupakan

ketepatan pencairan sesuai dengan perencanaan, Disdukcapil masih
memiliki nilai rendah yaitu 70%

Program yang mendukung pencapaian nilai sakip yaitu pro§@munjang
Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kagagan totapagu anggaran sebesar Rp.
15.623.283.024, terealisasi sebesar Rp. 14.810.608.700.

Rencana perbaikan yang akan dilaksanakan pada tahuma{l26

1. Melaksanakan rencana aksi dan target yang telah ditetapkan secara

optimal pada triwulan berikutnya. Serta memastikan bahwa target kinerja
tetapon the trackhingga akhir tahun dengan melakukan pemantauan dan
evaluasi yang efektif secara berkala, sehingga dapat mewujudkan hasil

yang lebih baik pada triwulan berikutnya
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2.  Menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja triwulan kepada
bidangbidang dan melakukan Tindakan korektif apabila target kinerja
tidak tercapai.

Bagan Capaian Sasaran 3

Perbandingan Realisasi dan Capaian

BPK/ltda

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/ltdggunakan untuk
mengukur tingkat kepatuhan dan komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti
temuan hasil audiPersentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKdidkur dan
dipublikasikan olehinspektoratKota Bogor. Pada tahun 2025, realisB&rsentase
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itaheencapar 2.2%b dari target yang ditetapkan
sebesal 00% sehingga tingkat capaian kinerjanya seb@&ga2%%b.

Pada aspek realisaftersentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda
dinasKependudukan dan Pencatatan Silaiti aspek pencapaian kinerja, perbandingan
dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena indiRatsentase Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itdeelum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama
(IKU) pada periode Renstra Tahun 202024

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, IndRatsentase
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Ittldak digunakan sebagai Indikator Kinerja
Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun 20Z%6 dengan target sebesad(%

40



Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut baru
mencapai72.2% Adapun IKU yang tercantunpada Renstra 2028029 memiliki
Target 100% setiap tahunnya

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Hdes Kependudukan dan
Pencatatan Siptidak dapat disajikan dan dianalisis karena perbedaan indicator antara
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dengan Kota, Provinsi maupun
Nasional.

Faktor penghambat Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda
Adalah dalam aspdielum dilaksanakannya tindak lanjut BPK terkait dengan mobilitas
penduduktelah dilakukan berbagai Upaya yaitu diantarasggang disusunnya PERDA
terkait dengan Administrasi Kependudukan yang mana setelah itu akan diturunkan
Perwali khusus terkait dengan mobilitas penduduk sebagaimana rekomendasi BPK
Karena diperlukan tahapdaahapan penyusunan Perda seperti Harmonisasi Hukum maka
penyusunan Perwal Penduduk Non Permanen sebagaimana rekomendasi BPK
memerlukan waktu. Selain itu juga tahun lalu masih dalam tahapan koordinasi
penyusunan DBK dengan DaldulBK

Program yang mendukung pencapaian nilai sakip yaitu pro§amunjang
Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kalangan totapagu anggaran sebesar Rp.
15.623.283.024, terealisasi sebesar Rp. 14.810.608.700.

Rencana perbaikan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 ialah disusunnya
Raperda Adminduk sebagai dasar penyusunan Perwal terkait Penduduk Non Permanen

yang mana merupakan rekomendasi dari BPK

Bagan Capaian Sasaran 4
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ingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Rata-Rata Nasional :

Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah
(Tingkat kematangan inovasi >108)gunakan untuknengukutingkat keberhasilan dan
kualitas inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah hingga layak diakui secara resmi
sebagai inovasi daerallumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi
inovasi daerah (Tingkat kematangan inovasi >1@@kur dan dipublikasikan oleh
BapperideKota Bogor. Pada tahun 2025, realishsnlah Inovasi Perangkat Daerah yang
ditetapkan menjadi in@si daerah (Tingkat kematangan inovasi >10®ncapai3
inovasidari target yang ditetapkan sebekamovasisehingga tingkat capaian kinerjanya
sebesaB00%. 3 (tiga) inovasi yang dimaksud ialah :
1. 3in 1 SMS (Sampurasuyang mana merupakan layanan kondultasi dan
pengaduaklengan nilai kematangan 104

2. Laksa Pedas dan Lapis Bogor dengan nilai kematangan 100

3. Pakuan Prima yang merupakan layanan berbasis online dengan nilai
kematangan 104

Pada aspek realisadymlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi
inovasi daerah (Tingkat kematangan inovasi >H@asKependudukan dan Pencatatan
Sipil dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat

disajikan karena indikatafumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi

42



inovasi daerah (Tingkat kematangan inovasi >1#)m ditetapkan sebagai Indikator
Kinerja Utama (IKU) pada periode Renstra Tahun 22024

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indifatolah
Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (Tingkat kematangan
inovasi >100}etap digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen
renstra Tahun 2022026 dengan target sebesarinovasiJika dibandingkan dengan
realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut meB6&paiAdapun KU
yang tercantum pada Renstra 22229 memiliki Targefl inovasisetiap tahunnya.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi
Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (Tingkat
kematangan inovasi >100Jinas Kependudukan dan Pencatatan Silak dapat
disajikan dan dianalisis karena perbedaan indicator antara Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bogor dengan Kota, Provinsi maupun Nasional.

Faktor pendukung tercapainya Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang
ditetapkan menjadi inovasi daerah (Tingkat kematangan inovasi >100) Adalah adanya
banyak inovasi yang telah dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatgaitipil
diantaranya 3 in 1 (Sampurasun), Laksa Pedas dan Lapis Bogor seta Pakuan Prima yang
mana semuanya telah mencapai nilai kematangan diatasetfd0adanya komitmen
mulai dari atasan hingga staf dan juga Masyarakat kota hogok mendukung dan
menggunakan inovasiovasi yang dibangynserta adanya dukungan anggaran dari
Pemerindah Daerah Kota Bogor

Program yang mendukung pencapaian nilai sakip yaitu pro§@munjang
Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Efisiensi indikator kinerja utama (IKU) diatas mencapa2% atau setara
dengan Rp812.674.324aitu dari pagu anggaran sebesarBp623.283.024erealisasi
sebesar Rpl4.810.608.700
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Bagan Capaian Sasaran 5

Perbandingan Realisasi dan Capaian
Kinerja

iensi n 9,2%
Rp. 812.674.324

1100,22%

onal :

Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Dadighnakan untuk
mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang
diberikan oleh perangkat daeréurvey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat
Daerahdiukur dan dipublikasikan olebBisdukcapil Kota Bogorsendiri Pada tahun
2025, realisasburvey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Dameaicapai
95.21dari target yang ditetapkan sebe3asehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar
100.22%.

Pada aspek realisasgurvey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat
Daerah dinas Kependudukan dan Pencatatan Sigéri aspek pencapaian kinerja,
perbandingan dengan tahun sebelunyarau tahun 2024 mengalami kenaikan dari nilai
94.66 menjadi 95.21

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, IndiSarvey
Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Dattdp digunakan sebagai Indikator
Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun Z@2Z&26dengan target sebesar
95.50Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut
mencapai99.6%0 Adapun IKU yang tercantum pada Renstra 22039 tidak
menjadikan nilai Survey Kepuasan Masyarakat menjadi IKU.

44



Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi
Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Dadirets Kependudukan dan
Pencatatan Sipimencapai nilai 95.21 lebih tinggi dari ratsta Kota yaitu 92.52.
sementara untuk perbandingan dengan nilai provinsi dan Nasional tidak dapat dianalisis
karena perbedaan indicator yang diampu

Faktor pendukung tercapainya Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup
Perangkat Daerah Adalah adanya banyak inovasi yang telah dibuat oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sggintaranya Sampurasun, Goes to School, Layanan
Sore Malam, Lapak Capil, Pakuan Prima, Prima Antri dan laigagg mana dirasakan
manfaatnya oleh Masyarakat Kota Bogor, selain itu juga kelengkapan sarana prasarana
berupa Ruang Tunggu yang nyaman, Kualitas petugas yang baik, lengkapnya sarana
seperti area bermain, ruang laktasi, kamandi umum serta kamar mandi disabilitas,
sistem antriarserta integritas pegawai menunjang nilai tinggi dalam survey kepuasan
yang diberikan oleh masyarakat

Program yang mendukung pencapaian nilai sakip yaitu prog@munjang
Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Efisiensi indikator kinerja utama (IKU) diatas mencapa2% atau setara
dengan Rp812.674.324aitu dari pagu anggaran sebesarByp623.283.024erealisasi
sebesar Rpl4.810.608.700

Bagan Capaian Sasaran 6

Perbandingan Realisasi dan Capaian
Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025 :
. A Realisasi 2024 | Realisasi Naik
Efisiensi A

Capaian Naik

Capaian 2025

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025

0 denganTar et Akhir Renstra
o Target 2026 Capaian terhadap Renstra

100

Rata-Rata Nasional :
Nasional | Lebih Tinggi

Persentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki E-KTP
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Persentase Penduduk Wajib KTP yang memilikkE? digunakan untuk
mengukurtingkat cakupan kepemilikan identitas kependudukan (KTP elektronik) bagi
penduduk yang wajib memilikiny&@ersentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki E
KTP diukur dan dipublikasikan oldbukcapil Kementerian Dalam Negeri dalam laporan
DKB per semesterPada tahun 2025, realis&grsentase Penduduk Wajib KTP yang
memiliki E-KTP mencapail00% dari target yang ditetapkan sebe$80% sehingga
tingkat capaian kinerjanya sebesaf %.

Ketercapaian tersebut berdasarkan rumusJ uml ah Penduduk vyar
KTP El ektroni k / x Jumlah Wajib KTP x 10
diperoleh angk&41.543dengan jumlah wajib KTB41.543sehingga capaiatD0%.

Pada aspek realisastersentase Penduduk Wajib KTP yang memild#{H
dinasKependudukan dan Pencatatan Sijaifi aspek pencapaian kinerja, perbandingan
dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena indRatsentase Penduduk
Wajib KTP yang memiliki EKTP belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama
(IKU) pada periode Renstra Tahun 202024

Persentase Penduduk Wajib KTP yang memilikk'B® tidak digunakan
sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra T20dA 2024dan
hanya tercantum dalam Dokumen RPD Tahun PP@36. Oleh karena itu,
perbandingan terhadap target jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target
tahun 2026 sebesdat00% sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD, sehingga
diperoleh capaian sebedd(% .

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indkatsentase
Penduduk Wajib KTP yang memiliki-ETP tetap digunakan sebagai Indikator Kinerja
Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun 202%6 dengan target sebeshd0%

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut
mencapail00%.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi
Persentase Penduduk Wajib KTP yang memilikkE® perbandingan dengan nilai
provinsi dan Nasional tidak dapat dianalisis karena perbeda&atioidyang diampu.

Faktor pendukung tercapainya Persentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki
E-KTP Adalah adanygelayanan jemput bola (Jempol Bahagiapana Disdukcapil

melaksanakan perekaman bagi penduduk rentan dan disabilitas yang mana menunjang
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capaian kepemilikan KTHRlan juga Perekaman Goes to Scheeita Layanan Sore
Malam (LSM) yang mana meningkatkan persentase kepemilikan dokurA€hPE
karena Disducapil melaksanakan jemput bola perekaman sehingga Masyarakat yang
mencapai umur 17 tahun hanya tinggal mengambil dokumen KTP

Program yang mendukung pencapaian nilai sakip yaitu progemdaftaran
Penduduk.

Efisiensi indikator kinerja utama (IKU) diatas mencapai6o atau setara
dengan Rp220.980.99¢yaitu dari pagu anggaran sebesar 8p70.368.700terealisasi
sebesar R[8.049.387.704

Bagan Capaian Sasaran 7

Perbandingan Realisasi da
Kinerja Tahun 2024 d

Efisiensi Anggaran 6,76%
Rp. 220.980.996

100,12%

q
de Rata-Rata Nasional :
Nasional| Lebih Tinggi

Persentase Anak yang memiliki KIA

Persentase Anak yang memiliki KIAdigunakan untukmengukurtingkat
cakupan kepemilikan identitas kependudukan pada anak iukfat@hun dalam suatu
wilayah Persentase Anak yang memiliki Kidiukur dan dipublikasikan olehukcapil
Kementerian Dalam Negeri dalam laporan DKB per semd3aela tahun 2025, realisasi
Persentase Anak yang memiliki KIAmencapai82.10%dari target yang ditetapkan
sebesaB2%sehingga tingkat capaian kinerjanya seb&8ér12 %.

Ketercapaian tersebut berdasarkan r umu
x Juml ah Al7 dagdhun Wsangal h@ri x 100% yang mana berdasarkan data
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DKB diperoleh angk&58.627dengan jumlah anak wajib KI315.001sehingga capaian
82.10%.

Pada aspek realisaBiersentase Anak yang memiliki KbhnasKependudukan
dan Pencatatan Sipilari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun
sebelumnya tidak dapat disajikan karena indikBensentase Anak yang memiliki KIA
belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode Renstra Tahun
2019 2024

Persentase Anak yang memiliki Ktidlak digunakan sebagai Indikator Kinerja
Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tah2019 2024 dan hanya tercantum dalam
Dokumen RPD Tahun 2022026. Oleh karena itu, perbandingan terhadap target jangka
menengah dilakukan dengan menggunakan target tahun 2026 $=l8¢sabagaimana
tertuang dalam dokumen RPD, sehingga diperoleh capaian s8bekio.

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indkatsentase
Anak yang memiliki KIAtetap digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam
Dokumen renstra Tahun 202826 dengan target sebeshf®0% Jika dibandingkan
dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut memncegsai

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi
Persentase Anak yang memiliki Kigerbandingan dengan nilai provinsi dan Nasional
tidak dapat dianalisis karena perbedaan indikator yang diampu.

Faktor pendukung tercapainya Persentase Anak yang memiliki KIA Adalah
adanyaKomitmen pimpinan dan dukungan kebijakan daerah, Kerja sama lintas sektor,
Pelayanan terintegrasi untuk bayi baru lahir ygjasama 3 in 1 dengan Rumah Sakit,
Bidan, ataupun sekoladekolah terkait dengan layanan Kdérta pemanfaatan teknologi
digital Dimana Masyarakat dapat mengajukan KIA melalui apliRakuan Prima

Program yang mendukung pencapaian nilai sakip yaitu progemdaftaran
Penduduk.

Efisiensi indikator kinerja utama (IKU) diatas mencapai6% atau setara
dengan Rp220.980.99¢/aitu dari pagu anggaran sebesar 8p70.368.700terealisasi
sebesar R[8.049.387.704.
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Bagan Capaian Sasaran 8

Target Akhir
Target 2026 Capa
99,50

Realisasi Nasional | Lebih Tinggi

Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahirgk8(0rahun digunakan
untukmengukuttingkatcakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak sebagai identitas
hukum yang salPersentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahird8 0 ahurdiukur
dan dipublikasikan oleBukcapil Kementerian Dalam Negeri dalam laporan DKB per
semesterPada tahun 2025, realis®arsentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran
0-18 Tahun mencapai99.20%dari target yang ditetapkan sebe88r20% sehingga
tingkat capaian kinerjanya sebe3af %.

Ketercapaian tersebut ber d-a8dfahunkyang r u mu
memil i ki Akta Kelahiran [/ -18Tahunmll@0% yakge s el ut
mana berdasarkan data DKB diperoleh ang&8.620dengan jumlah anak usial®
Tahun 333.219sehingga capaia®9.20%.

Pada aspek realisaBlersentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahirdr8 0
Tahun dinas Kependudukan dan Pencatatan Sigdri aspek pencapaian kinerja,
perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena indikator
Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahirab80Tahunbelum ditetapkan
sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode Renstra Tahun 2029
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Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahirad80Tahun tidak
digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra 2aian
2024 dan hanya tercantum dalam Dokumen RPD TahuniZiZ%. Oleh karena itu,
perbandingan terhadap target jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target
tahun 2026 sebes#9.50% sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD, sehingga
diperoleh capaian sebe€#.71%.

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indiketsentase
Penduduk yang memiliki Akta Kelahirarl® Tahurtetap digunakan sebagai Indikator
Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun 2@2&26dengan target sebesar
99.50%Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut
mencapab9.71%

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi
Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahird8 0fahunperbandingan dengan
nilai provinsi dan Nasional tidak dapat dianalisis karena perbedaan indikator yang
diampu.

Faktor pendukung tercapainya Persentase Penduduk yang memiliki Akta
Kelahiran 018 Tahun Adalah adanya Komitmen pimpinan dan dukungan kebijakan
daerah, Kerja sama lintas sektor, Pelayanan terintegrasi untuk bayi baru lahir yaitu
Kerjasama 3 in 1 dengan Rah Sakit, Bidan, ataupun sekols¢kolah terkait dengan
layananAkta Kelahiranserta pemanfaatan teknologi digital Dimana Masyarakat dapat
mengajukarAkta Kelahiranmelalui aplikasi Pakuan Prima.

Program yang mendukung pencapaian nilai sakip yaitu pro§emsatatan
Sipil.

Efisiensi indikator kinerja utama (IKU) diatas menca&d2% atau setara
dengan Rp4.117.348yaitu dari pagu anggaran sebesar R40.889.600 terealisasi
sebesar Rl36.772.252
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asional | Lebih Tinggi

Persentase Pemanfaatan data agregat kependudukan dan pencatatan sipil
digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan data kependudukan oleh
instansi/stakeholder dalam mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, dan
pelayanan publikPersentase Pemanfaatan data agregat kependudukan dan pencatatan
sipil diukur dan dipublikasikan oleBukcapil Kota Bogor Pada tahun 2025, realisasi
Persentase Pemanfaatan data agregat kependudukan dan pencatatamesgapai
69.44%dari target yang ditetapkan sebeB@r44%sehingga tingkat capaian kinerjanya
sebesafl00 %.

Adapun rumus perhitungan Persentase p
Juml ah Perangkat Daerah yang memanfaat kan
daerah di Kota Bogor x 100% Dimana pada tahun 2025 berdasarkan dokumen
Kerjasama yang dilakukan antdesdukcapil dengan instansi lain diperoleh data bahwa
terdapat 25 OPD yang melaksanakan Kerjasama dari 36 OPD sehingga diperoleh capaian
69.44%.

Pada aspek realisastersentase Pemanfaatan data agregat kependudukan dan
pencatatan sipdinasKkependudukan dan Pencatatan Sipili aspek pencapaian kinerja,

perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena indikator
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Persentase Pemanfaatan data agregat kependudukan dan pencatatdelusipil
ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode Renstra Tahtin 2019
2024

Persentase Pemanfaatan data agregat kependudukan dan pencatai@aksipil
digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra 2aian
2024 dan hanya tercantum dalam Dokumen RPD TahuniZiZ%. Oleh karena itu,
perbandingan terhadap target jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target
tahun 2026 sebesaf2.22% sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD, sehingga
diperoleh capaian sebe$4t.15%.

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indikatsentase
Pemanfaatan data agregat kependudukan dan pencatatdatappitigunakan sebagai
Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun PRR36dengan target
sebesar2.22%Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target
tersebut mencap86.15%Adapun IKU yang tercantum pada Renstra 22039 tidak
menjadikan Persentase Pemanfaatan data agregat kependudukan dan pencatatan sipil
sebagai IKU.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi
Persentase Pemanfaatan data agregat kependudukan dan pencatgterbamuingan
dengan nilai provinsi dan Nasional tidak dapat dianalisis karena perbedaan indikator
yang diampu.

Faktor pendukung tercapainya Persentase Pemanfaatan Data Agregat
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bogor antara lain sebagai berikut:
Ketersediaan database kependudukan yang akurat dan mutakhir
Komitmen pemerintah daerah dalam pemanfaatan data kependudukan
Kerja sama pemanfaatan data dengan perangkat daerah dan instansi lain
Integrasi layanan berbasis NIK
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan
Koordinasi dan sosialisasi kepada stakeholder

Peningkatan kesadaran pentingnya data untuk perencanaan Pembangunan

© © N o g A~ wDdPRE

Ketersediaan SDM pengelola data yang kompeten
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Program yang mendukung pencapaian nilai sakip yaitu progeargelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan.

Efisiensi indikator kinerja utama (IKU) diatas mencaga32% atau setara
dengan Rp32.888.111yaitu dari pagu anggaran sebesar Rfl.632.949terealisasi
sebesar Rpr28.744.831.

Pencapaian target sasaran strategis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan
pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan dan
dilaksanakan secara sistematis. Secara umum, mayoritas prog ram dan
kegiatan pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi, meskipun pada beberapa
indikator masih ditemukan capaian yang belum optimal.

Selain faktor perencanaan dan pelaksanaan program, keberhasilan
kinerja Disdukcapil Kota Bogor juga didukung oleh komitmen reformasi
birokrasi, yang ditandai dengan diraihnya penghargaan Zona Integritas
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Predikat WBK terseb ut menjadi penguat
dalam upaya pencegahan praktik pungutan liar serta mendorong terwujudnya
pelayanan administrasi kependudukan yang transparan, akuntabel, dan
seluruhnya dilaksanakan tanpa pungutan biaya.

. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota merupakan program strategis yang berperan besar dalam
mendukung pencapaian sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan

yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pada Tahun 2025, capaian indikator

SAKIP menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih terdapat
beberapa aspek yang belum sepenuhnya mencapai target.

Nilai SAKIP pada aspek Perencanaan Kinerja dan Pengukuran

Kinerja belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh

masih adanya target kinerja yang belum sepenuhnya on the track serta
keterkaitan antara indikator, kegiatan, dan output yang perlu terus
disempurnakan. Namun demikian, pada aspek Pelaporan Kinerja, capaian

justru melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan peningkatan
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kualitas penyusunan dan ketepatan waktu pelaporan kinerja perangkat
daerah.

Aspek Evaluasi Internal juga menunjukkan capaian yang
mendekati target, didukung oleh terlaksananya evaluasi kinerja secara
berkala serta penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
sesuai ketentuan. Hal ini diperkuat dengan capaian 100 persen rea lisasi
rencana tindak pengendalian risiko, serta penyampaian laporan keuangan
bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan secara tepat waktu.

Namun demikian, pada indikator kepatuhan anggaran, capaian
masih berada di bawah target. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya
penyesuaian pelaksanaan anggaran serta efisiensi belanja yang berdampak
pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap rencana anggaran awal.
Meskipun demikian, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target, serta
realisasi anggaran terhadap DPA berada pada kategori cukup baik.

Pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah secara umum berjalan optimal, ditunjukkan
dengan tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat
waktu serta tercapainya realisasi fisik kegiatan sebesar 100 p ersen.
Kegiatan Administrasi Keuangan juga berhasil menjamin pemenuhan gaiji
dan tunjangan ASN secara penuh, meskipun terdapat selisih jumlah
penerima akibat mutasi dan perubahan status kepegawaian.

Kegiatan administrasi umum dan pengadaan sarana prasarana
secara signifikan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal
ini tercermin dari capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada aspek
sarana prasarana dan kualitas SDM yang melampaui target. Seluruh sub
kegiatan pendukung, seperti penyediaan peralatan kantor, bahan logistik,
barang cetakan, rapat koordinasi, serta fasilitasi kunjungan tamu,
terlaksana sesuai target yang ditetapkan.

Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah juga
menunjukkan capaian optimal, dengan seluruh sarana dan prasarana
penunjang pelayanan berada dalam kondisi baik dan layak operasional.

Kondisi ini berkontribusi positif terhadap kelancaran pelayan an
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administrasi kependudukan kepada masyarakat hanya dibutuhkan sarana
pemeliharaan secara berkala.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
membutuhkan pengadaan Barang computer, Printer dan Scaner guna
mendukung Command  center dalam satu data kependudukan dan Inovasi
Loker Beres 06 Layanan Online Kependudukan
Efektif, Responsif, Rfisien, Sederhana) vyait u Strategi Peningkatan kualitas
Pelayanan Adminduk Menuju Kota Bogor Beres. Program ini berfocus pada
transformasi digital Pelayanan Adminduk dengan memperluas akses
layanan hingga ke tingkat kelurahan. Implementasi dimula i dengan enam
kelurahan percontohan yaitu Mulyaharja (Bogor Selatan). Baranangsian
(Bogor Timur), Tegallega (Bogor Tengah), Sindangbarang (Bogor Barat),
Tegalgundil (Bogor Utara) dan Mekarwangi (Tanah Sareal) sehingga
membutuhkan fasilitasi Sarana dan Prasarana kebutuhan Komputer,
printer dan Scanner yang terbagi kedalam 68 kelurahan dan teranggarkan

di Disdukcapil Kota Bogor.

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Program Pendaftaran Penduduk memberikan kontribusi langsung
terhadap pencapaian sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan
administrasi kependudukan. Pada Tahun 2025, persentase penduduk
yang memiliki Kartu Keluarga dan cakupan perekaman KTP -el berhasil
mencapai target 100 persen. Pelayanan pendaftaran penduduk juga
menunjukkan peningkatan kualitas, tercermin dari persentase dokumen
administrasi kependudukan yang diterbitkan sesuai SOP yang melampaui
target.

Pelaksanaan sub kegiatan pendataan penduduk non permanen
dan penduduk rentan administrasi kependudukan dapat dilaksanakan
sesuai rencana, sehingga mendukung pemutakhiran database

kependudukan Kota Bogor.

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Program Pencatatan Sipil mendukung peningkatan kepemilikan

dokumen pencatatan sipil, khususnya akta kelahiran dan akta
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perkawinan. Pada Tahun 2025, persentase kepemilikan akta kelahiran
usia 0 818 tahun menunjukkan capaian yang sangat baik dan mendekati

target. Persentase rumah tangga yang memiliki akta perkawinan juga

mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, me skipun

masih memerlukan upaya lanjutan melalui sosialisasi dan fasilitasi

pencatatan sipil.

Seluruh kegiatan dan sub kegiatan pencatatan sipil dapat
dilaksanakan sesuai rencana, dengan penerbitan dokumen peristiwa

penting dan fasilitasi pencatatan sipil yang berjalan optimal.

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

berperan penting dalam mendukung sasaran meningkatnya kualitas
pengelolaan data dan informasi kependudukan. Pada Tahun 2025,
Disdukcapil Kota Bogor telah menyediakan, mengolah, menyajikan, dan
memutak hirkan secara berkala 10 jenis data administrasi kependudukan
dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan diantaranya :
Data Penduduk WNI

Data Penduduk WNA

Data Kartu Keluarga (KK)

Data Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Data Kepemilikan KTP Elektronik (KTP  -el)

Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Data Kepemilikan Akta Kelahiran

Data Kepemilikan Akta Kematian

Data Perpindahan Penduduk (Pindah Datang)

© © N o o~ w DN PRE

10. Data Agregat Kependudukan Kota Bogor

Kegiatan pengolahan dan penyajian data kependudukan,
inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah, serta
penyelenggaraan pengelolaan informasi adminduk dapat dilaksanakan
sesuai target. Selain itu, data kependudukan telah dimanfaatkan oleh

institusi dan pemangku kepentingan, yang menunjukkan meningkatnya

24
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peran data adminduk dalam mendukung pelayanan publik dan

perencanaan pembangunan daerah

, Sebagaimana terlampir dalam tabel

berikut :
No Perangkat Daerah Tujuan Elemen Data Keterangan
1 Dinas Kesehatan Kota | Verifikasi dan Nomor/
Bogor Validasi Data Keterangan
Penerima Penerima
Bantuan bantuan
luran iuran
Jamkesda Jamkesda
dan Nomor dan Nomor
Kepesertaan Kepesertaan
Jamkesda Jamkesda
2 DPMPTSP Kota Bogor Verifikasi dan Nomor OPD tidak
Validasi Data Perizinan dan Mengajukan
pemohon Jenis Perpanjangan
layanan Perizinan
perizinan
3 DISKOMINFO Kota Verifikasi dan No ID OPD tidak
Bogor Validasi Data | Layanan Mengajukan
pemohon Aduan dan Perpanjangan
layanan Jenis Aduan
Pengaduan
4 BAPENDA Kota Bogor Verifikasi dan Nomor Pokok
Validasi Data | Wajib Pajak,
Wajib  Pajak | Nomor Objek
Daerah Pajak dan
Jenis Objek
Pajak
5 Dinas Sosial Kota Bogor Verifikasi dan Nomor Data OPD tidak
Validasi Data | Terpadu Mengajukan
Terpadu Kesejahteraan Perpanjangan
Kesejahteraan | Sosial
Sosial
6 Dinas Pemberdayaan Verifikasi dan No ID
Perempuan dan Validasi Data Layanan
Perlindungan Anak pemohon Aduan dan
layanan Jenis Aduan,
pengaduan No ID
dan penerima | Penerima

bantuan serta
pelatihan

Bantuan dan
Jenis
Bantuan, No.
ID Peserta
Pelatihan dan
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Jenis

Pelatihan
7 Kecamatan Bogor Utara Verifikasi dan Nomor
Validasi Data | Registrasi
pemohon Layanan dan
layanan Jenis
Administrasi Layanan
8 Kecamatan Bogor Verifikasi dan Nomor
Selatan Validasi Data | Registrasi
Layanan Layanan dan
Administrasi Jenis
Layanan
9 Kecamatan Tanah Verifikasi dan Nomor OPD tidak
Sareal Validasi Data Registrasi Mengajukan
Layanan Layanan dan )
Administrasi Jenis Perpanjangan
Layanan
10 | Badan Kesatuan Bangsa Verifikasi dan Nomor OPD tidak
dan Politik Validasi data | Perizinan Mengajukan
pemohon Organisasi .
Masyarakat Perpanjangan
dan Nama
Organisasi
Masyarakat
11 | Dinas Perumahan dan Verifikasi dan Nomor OPD tidak
Pemukiman Kota Bogor Validasi data | Keterangan Mengajukan
Penerima penerima )
Bantuan bantuan Perpanjangan
Rumah Tidak Rumah Tidak
Layak Huni Layak Huni
12 Badan Penanggulangan Verifikasi dan Keterangan
Bencana Daerah Kota Validasi data | Korban
Bogor Korban Bencana
Bencana Daerah
Daerah
13 | Kecamatan Bogor Barat Verifikasi dan Nomor
Validasi Data Registrasi
Layanan Layanan dan
Administrasi Jenis
Layanan
14 | Kecamatan Bogor Verifikasi dan Nomor
Tengah Validasi Data | Registrasi
Layanan Layanan dan
Administrasi Jenis
Layanan
15 | Kecamatan Bogor Timur Verifikasi dan Nomor
Validasi Data | Registrasi
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Layanan Layanan dan
Administrasi Jenis
Layanan
16 | Dinas Pengendalian Verifikasi dan Keterangan
Penduduk dan Keluarga Validasi Data | peserta
Peserta program
Berencana Kota Bogor Program keluarga
Keluarga berencana
Berencana dan jenis alat
kontrasepsi
yang
digunakan
17 Dinas Pendidikan Verifikasi dan Nomor Induk
Validasi Data | Siswa
calon siswa. | Nasional
Guru, dan (NISN), Nama
Tenaga Sekolah,
Pendidik Alamat
Sekolah,
Nomor Izasah,
Nomor Surat
Keterangan
Pengganti
Izasah,
Prestasi
Siswa, Nomor
Unik
Pendidik,
Nomor  Unik
Tenaga
Kependidikan
18 | RSUD Kota Bogor Verifikasi dan Nomor Rekam OPD tidak
Validasi Data | Medis, Mengajukan
Calon Pasien | Golongan _
dan Pasien Darah, Nomor Perpanjangan
Surat
Keterangan
Kelahiran dan
Nomor Surat
Keterangan
Kematian
19 | Dinas Arsip dan Verifikasi dan Nomor
Perpustakaan Kota Validasi Data Anggota
Bogor Anggota
Perpustakaan Perpustakaan
Daerah Daerah
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20 | Satuan Polisi Pamong Verifikasi dan Nomor/

Praja Kota Bogor Validasi Data Keterangan
pelaku pelaku
pelanggaran pelanggaran
peraturan daerah dan
daerah jenis

pelanggaran
21 | Dinas Tenaga Kerja Kota Verifikasi dan Nomor Data

Bogor Validasi Data | Calon Pekerja
Calon Pekerja | dan Pekerja
dan Pekerja

22 | Dinas Pemuda dan Verifikasi dan Nomor calon

Olahraga Kota Bogor Validasi Data | penerima
Calon bantuan dan
Penerima penerima
bantuan dan bantuan
penerima pemerintah
bantuan bidang
pemerintah pemuda dan
bidang olahraga
pemuda dan
olahraga

23 Dinas Ketahanan Verifikasi dan Nomor calon

Pangan dan Pertanian Validasi Data penerima

Kota Bogor Calon
Penerima bantuan dan
bantuan dan penerima
penerima bantuan
bantuan .

. pemerintah
pemerintah
bidang bidang
Pertanian Pertanian
24 Dinas Pemadam Verifikasi dan Nomor Warga

Kebakaran Kota Bogor Validasi Data | yang menjadi
warga yang korban
menjadi kebakaran
korban dan/atau
kebakaran terdampak
dan/atau kebakaran
terdampak
kebakaran

Sumber :

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
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3.1. Realisasi Anggaran

Didalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan  bahwa
pengukuran kinerja merupakan elemen penting akuntabilitas kinerja Instansi
Pemerintah yang juga harus dibarengi dengan akuntabilitas keuangan.
Pencapaian target kinerja organoisasi melalui pelaksanaan program dan
kegiatan yang didukung oleh penganggaran ha rus diinformasikan dengan jelas

guna kepentingan penganggaran dimasa mendatang. Pencapaian Sasaran

tahun 202 5 mengalami beberapa per geseran dan penambahan dalam

peru bahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 19.796.174.266, -. Pagu anggaran dan

realisasi belanja Disdukcapil Kota Bogor setelah Perubahan Anggaran Tahun
202 5 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Ralisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun 2025

No

Program/Kegiatan/Sub Pagu setelah Ralisasi s.d Sisa Pagu
Kegiatan Pereubahan Desember 2025

Persen
tasel

URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN

URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

PROGRAM :
Penunjang Urusan 15.623.283.024 14.810.608.700 812.674.324
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

94.79
%

Kegiatan :
Perencanaan,

Penganggaran dan 113.816.500 112.946.300 870.200
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

99,24
%

Sub Kegiatan :
Evaluasi Kinerja 113.816.500 112.946.300 870.200
Perangkat Daerah

99,24
%

Kegiatan :
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Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

10.762.091.874

10.063.291.706

698.800.168 93,47
%

Sub Kegiatan :
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

10.704.349.074

10.005.548.906

698.800.168 93,47%

Sub Kegiatan :
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran

57.742.80

57.742.800

0| 100%

Kegiatan :
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

536.632.600

414.671.789

21.960.811 95.91%

Sub Kegiatan :
Penyediaan Komponen
Instalansi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

17.388.300

17.145.200

243.100 | 98.60%

Sub Kegiatan :
Penyediaann Peralatan
Rumah Tangga

40.784.500

36.269.400

4.515.100 88.93%

Sub Kegiatan :
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

190.232.400

187.672.875

2.559.525 98.66%

Sub Kegiatan :
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

17.289.400

16.879.900

409.500 | 97.63%

Sub Kegiatan :
Fasilitasi Kunjungan
Tamu

148.215.200

134.310.000

13.905.200 74.24%

Sub Kegiatan :
Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

122.722.800

122.394.414

328.386 | 99.74%

Kegiatan :

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

2.071.216.500

2.012.268.983

58.947.517 97.15%
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Sub Kegiatan :
Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

2.071.216.500

2.012.268.983

58.947.517

97.15%

Kegiatan :
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

1.590.808.256

1.562.023.274

28.784.982

98.19%

Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

276.131.528

248.117.150

28.014.378

89.85%

Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

1.314.676.728

1.313.906.124

770.604

99.94%

Kegiatan :
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

548.717.294

545.406.648

3.310.646

99.40%

Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaa, Pajak dan
Perizinan Kendaraaan
Dinas Operasional atau
Lapangan

178.973.325

177.513.001

1.460.324

99.18%

Sub Kegiatan :
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

234.010.000

233.858.647

151.353

99.94%

Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

135.733.969

134.035.000

1.698.969

98.75%

PROGRAM :
Pendaftaran Penduduk

3.270.368.700

3.049.387.704

220.980.996

93,24%

Kegiatan:
Pelayanan Pendaftaran
Penduduk

110.631.700

93.050.000

17.581.700

84,11%

Sub Kegiatan :
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Pendataan Penduduk Non
Permanen dan Rentan
Administrasi
Kependudukan

110.631.700

93.050.000

17.581.700

84,11%

Sub Kegiatan :
Pencatatan,
Penatausahaan dan
Penerbitan Dokumen atas
Pendaftaran Penduduk

Kegiatan :
Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk

3.159.737.000

2.956.337.704

203.399.296

93,56%

Sub Kegiatan :
Fasilitasi Pendaftaran
Penduduk

3.159.737.000

2.956.337.704

203.399.296

93,56%

PROGRAM :
Pencatatan Sipil

140.889.600

136.772.252

4.117.348

97,08%

Kegiatan :
Pelayanan Pencatatan
Sipil

60.562.000

56.635.000

3.927.000

93,52%

Sub Kegiatan :
Pencatatan,
Penatausahaan dan
Penerbitan Dokumen atas
Pelaporan Peristiwa
Penting

60.562.000

56.635.000

3.927.000

93,52%

Sub Kegiatan :
Peningkatan dalam
Pelayanan Pencatatan
Sipil

Kegiatan :
Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil

80.327.600

80.137.252

190.348

99,76%

Sub Kegiatan :
Fasilitasi Terkait
Pencatatan Sipi

80.327.600

80.137.252

190.348

99,76%

PROGRAM :
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Pengelolaan Informasi
Administrasi
Kependudukan

761.632.949

728.744.831

32.888.111

95,68%

Kegiatan :
Pengumpulan Data
Kependudukan,
Pemanfaatan dan
Penyajian Database
Kependudukan

694.083.000

661.821.259

32.261.741

95,35%

Sub Kegiatan :
Pengolahan dan Penyajian
Data Kependudukan

62.527.300

62.488.700

38.600

99,94%

Sub Kegiatan :
Inventarisasi Data Untuk
Kepentingan
Pembangunan Daerah

631.555.700

599.332.559

32.223.141

94,90%

Kegiatan :
Penyelenggaraan
Pengelolaan Informasi
Administrasi
Kependudukan

67.549.942

66.923.572

626.370

99,07%

Sub Kegiatan :
Komunikasi, Informasi
dan Edukasi kepada
pemangku Kepentingan
dan Masyarakat

67.549.942

66.923.572

626.370

99,07%

JUMLAH

19.796.174.266

18.725.513.487

1.070.660.779

94,59%
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BAB A\

PENUTUP

4.1.

4.2.

Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 disusun
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi

perangkat daerah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja

pemerintahan. LKIP ini menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan
sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang
dilaksanakan selama Tahun 2025.

Secara umum, Kkinerja perangkat daerah pada Tahun 2025
menunjukkan hasil yang baik. Dimana terdapat 6 (enam) IKU yang mana

semuanya telah tercapai . Seluruh indikator kinerja telah mencapai bahkan
melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan meningkatnya
efektivitas perencanaan, pelaksanaan program, serta pengukuran dan
pelaporan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerj a Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan secara
konsisten dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu
mendapatkan perhatian dan perbaikan, an tara lain optimalisasi pemanfaatan
sumber daya, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan koordinasi dan
inovasi. Berbagai kendala dan tantangan tersebut menjadi bahan evaluasi

untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya.

Rencana Tindak Lanjut
Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang, tindak lanjut yang akan
dilakukan antara lain sebagai berikut:
1. Penyempurnaan Perencanaan dan Indikator Kinerja
Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan menyempurnakan
indikator yang lebih terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil serta

selaras dengan dokumen perencanaan daerah.
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4.3.

2. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih efektif dan
efisien serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat.
3. Penguatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja
Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai dasar
perbaikan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelaporan kinerja
yang akurat dan tepat waktu.
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola
Mendorong peningkatan kompetensi aparatur serta penguatan tata kelola
organisasi guna mendukung terciptanya kinerja yang profesional dan
berintegritas.
5. Penguatan Akuntabilitas dan Budaya Kinerja
Meningkatkan komitmen seluruh jajaran dalam menerapkan prinsip
akuntabilitas, transparansi, dan  peningkatan kinerja  secara
berkelanjutan.
Dengan dilaksanakannya tindak lanjut tersebut, diharapkan kinerja
perangkat daerah padatahun  -tahun mendatang dapat semakin meningkat dan
memberikan kontribusi optimal dalam mendukung terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabe l.

Penghargaan Inovasi dan Predikat yang diperoleh Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor telah Banyak
mendapatkan penghargaan baik dalam kota maupun tingkat Provinsi
diantaranya Bogor Inovation Award dan Adminduk Juara yang merupakan
penghargaan tingkat provinsi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Bogor juga telah mendapatkan penghargaan predikat Pembangunan Zona
Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK), Ombusman dan

PEKPP. Penghargaan ini diperoleh Disdukcapil Kota Bogor telah menunjang
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sasaran ketiga yaitu pada indicator presentase penduduk yang terlayani yang

dianggap pelayanan Prima.

Sebagaimana terlampir dokumentasi penghargaan yang diberikan

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, sebagai berikut

1 | Predikat Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi Tahun 2023
(Z1- WBK)

dari KEMENPAN - RI

2 | Juara 2 Adminduk Prima
Tahun 2025

' Penyeraan Pengh rgaan
“ADMINDUK PRIMA”
":’bim”g/ v (.7\‘ an

valy nlqg

& SUKSES *

) 0812 9000 3271

Y ———

() dsommoutos e

Karja keras, inovasi, dan pelayanan pma akhirnya berbush mans.
o — soesa gk skt Yoo tre erkomimen
meisyani mazyarskat dengan sepenuh hati

“Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR df Disoukcaph
Kota Bogor™

oQv R

31 fikes
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Penghargaan Ombusman
RI terhadap Hasil Penilaian
Kepatuhan Penyelenggaran
Pelayanan Publik Tahun
2023

Penghargaan Ombusman
RI terhadap Hasil Penilaian
Kepatuhan Penyelenggaran
Pelayanan Publik Tahun
2024

w28 pIAGAM

PENGHARGAAN

AT PENILAIAN KEPATUHAN
PENYELENGOGARAAN PELAYANAN PUBLIK
(OPINI PENGAWASAN PENYELINGGARAAN PELAY) PuBLY

TAHUN 2023

BINOAS.
TENTANG MABIL FENILALAN

aiber: repada
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
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Bogor Inovation Award
2024 Inovasi Laksa Pedas

dan Lapis Bogor

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIP)L
KOTA BOGOR
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;,%UARA 31
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DOKUMENTASI KEGIATAN DISDUKCAPIL KOTA BOGOR
TAHUN 2025

1. KEGIATAN PEMDUKUNG JANJI POLITIK (JEMPUT BOLA )
1.1. Jempol Bahagia

) disdukcapilkotabogor + Follow

e

%) disdukeapilkotabogor KTP bukan sekadar kartu.

¥5) 1a adalah hak harapan, dan pengakuan.

Bagi yang genap 17 tahun, termasuk penyandang disabilitas dan
penduduk rentan — semua berhak memilikinya.

Memiliki Kartu Tanda Dan ketika mereka tak mampu datang ke Dukcapil, kami yang akan

adalah hak mendatangi mereka.
setiap warga negara yang berusia
17 tahun ke ata gan KTP, mereka

“Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil
Kota Bogor”

jenalmutagin_17 @

bogor X
otbogor @berlihamdani

dedierachim
@gandjar_445 @pujiati_iceu @pes
@indrichandrad4 @dukca
@dukcapilkemendagri G

#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa

ikpermatasari Min, saya udh dapet email untuk pencetakan KK. ¢
mesin ADM terdekat bogor selatan lokasinya dimana ya?
Apakah tetap ke dukcapil?

28w Reply

erekaman KTP Elektrol N )
gi Penduduk Rentan A\

Lansia dan Sakit Berat
Disabilitas " s < ——  View replies (3)
ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa)
Persyaratan :

1.Surat Pengantar dari Kelurahan

2.Fotokopi Kartu Keluarga

3.Foto Kondisi Penduduk yang akan direkam

4,Surat Pengantar RT/RW jika tidak memiliki Kartu S
Keluarga oQv N

June 16

Web Portal Layanan O

@ 0812 L9”(“)‘00m?:ﬂzp"ll disdukcapil.kotabogor.go.id ) @

disdukeapilkotabogor - Follow
Original audio

W disdukcapilkotabogor Mendatangi dan melayani mereka yang

belum memiliki KTP Elektronik karena segala keterbatasan 7%

“Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil
Kota Bogor”

valikotabogor @dedierachim @jenalmutagi
@denny_mulyadi67 @setda_kotabogor
@pemkotbogor @berlihamdani @i
@teguh_s6 ukcapilkemendagri @bimaaryasug

#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa

dapurglegar Selamat pagi, sy Siska dari bogor, ingin tanya o
kalau ingin menyamakan NIK di KK dan NIK di akte lahir

apakah bisa dibantu? Kebetulan dapat info NIK di KK dan NIK

di akte lahir untuk anak saya beda dan jadi tidak valid di

dapodik, terima kasih sebelumnyA

4w Reply

——  View replies (1)

Qv W

15 likes




o) disdukcapilkotabogor + Follow
<) Connie Francis Pretty Little Baby

=) disdukcapilkotabogor Inovasi hadir sebagai solusi atas

& permasalahan yang ada. Jempol Bahagia bukan inovasi sesaat,
namun akan selalu hadir untuk penduduk rentan yang memerlukan
KTP Elektronik sebagai bentuk pengakuan negara terhadap
warganya.

“Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil
Kota Bogor”

@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17
@denny_dppkad @gandjar_445 @pemkotbogor @berlihamdani
@indrichandra44 @dukcapiljabar @teguh_s67
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24w Reply
——  View replies (1)
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24w Reply
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24w Reolv

@ Cl W

39 likes
July 14, 2025

@ Add a comment...
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Ada lansia, orang sakit, ODGJ
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tapi tidak bisa datang ke Dukcapi

ie
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t&) 0812 9600 3271 msaunéqn.kngaboggr.g

disdukcapilkotabogor « Follow
DJ Shadow = Six Days (feat. Mos Def) [Remix]

disdukcapilkotabogor Jangan salah sangka lagi yaa

Layanan Perekaman KTP di tempat ditujukan untuk memfasilitas
penduduk rentan adminduk yang belum memiliki KTP Elektronik,
yaitu

1. Orang lanjut usia dan orang sakit berat sehingga tidak dapat
datang ke kantor dukcapil;

2. Disabilitas; dan

3.0DGL.

Kepemilikan KTP penting karena merupakan identitas resmi
seorang warga negara dan menjadi dasar untuk mendapatkan
layanan publik lainnya seperti kesehatan, pendidikan, perbankan,
dll.

Jika ada keluarga, saudara atau tetangga yang termasuk penduduk
rentan dan belum memiliki KTP, bisa mengajukan perekaman KTP
di tempat dengan persyaratan :

1. Surat pengantar Kelurahan

2. Fotokopi KK

3. Foto/video kondisi penduduk

4. Surat pengantar RT RW (jika belum memiliki KK)

“Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil
Kota Bogor”
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#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa
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71 likes
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@ Add a comment...
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20w Reply
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3 likes

—  View

Reply

—  View
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replies (1)
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disdukcapilkotabogor « Follow
onve * Good Luck, Babe!

disdukcapilkotabogor Dukcapil Kota Bogor Goes to SMA Pesat
Kegiatan perekaman KTP Elektronik bagi pelajar di SMA Pesat yang
sudah berusia 16 tahun ke atas.

“Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil
Kota Bogor”
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“Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil
Kota Bogor”

@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17
@denny_mulyadi67 @setda_kotabogor @gandjar_445
@pemkotbogor @berlihamdani @indrichandrad44 @dukcapiljabar
@teguh_s67 @dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa

ow

” lucysid_ Min, nanya.. ktp hilang persyaratannya apa ya? o
6w Reply
——  View replies (1)

e saperayi Emang iya twes?@yapstarraaa o

5w Reply See translation

@ semoganyelipsejuta 95% isi video ini orang?2 dari kelas kita o
@dviheelcyon § @ @ & @

6w 2likes Reply

Qv W

67 likes

November 20, 2025

000 3271

@ Add a comment...

75



‘%} disdukcapilkotabogor and sman2.kotab
¥ PinkPantheress  lllegal

49 ) disdukcapilkotabogor Dukcapil Goes to School : SMAN 2 Kota
Bogor ¢

“Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil
Kota Bogor”

@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17
@denny_mulyadi67 @setda_kotabogor @gandjar_445
@pemkotbogor @berlihamdani @indrichandrad4 @dukcapiljabar
@teguh_s67 @dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa

=

)

; oes m / 0 dedenurulfazriah Min... pemohon KTP yg kemarin hari udah V)
. ?o scho'o'" s > bisa di ambil 2?2

| 6w Reply
" ' SMAN 2 Kota Bogor

——  View replies (8)

@ mas_ghind Semangat anak smanda 2bogor
5w Reply

@ Qw2 A

227 likes

November

@ Add a comment...

18, 2025

) disdukcapilkotabogor + Follow
&5/ original audio

%) disdukcapilkotabogor Dukcapil Kota Bogor Goes to MA Negeri 2
Kota Bogor

“Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil
Kota Bogor”

@walikotabogor @ ierachim @jenalmutaqin_17
@denny_mulyadi67 @setda_kotabogor @gandjar_445
@pemkotbogor @berlihamdani @indrichandrad4 @dukcapiljabar
@teguh_s67 @dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa

oQw W

70 likes

0812 9000 3271 disdukcapil.kotabogor.go.i

@ Add a comment...




# dukcapilgoestoschool
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Original audio
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314 likes
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Matthew Hall « Home

disdukcapilkotabogor #latepost Layanan Sore Malam (LSM
Dukcapil) di Kelurahan Pamoyanan dan Ranggamekar Kecamatan
Bogor Selatan pada Kamis, 27 November 2025
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0812 9000 3271 disdukcapil kotabogor.go.id (C3 (L) 0812 9000 3271 disdukcapil.kotabogor.go.id &
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1.5. PALU SAKTI

- PALU SAKTI

[Pelayananliuagkantord
ST el Fertaograsd

,ﬁ

9000 3271 disdukcapil.kotabogor.go.id

disdukcapilkotabogor « Follow
Jessie ) = Price Tag (feat. B.o.B)

disdukcapilkotabogor Palu Sakti Hadir Lagi!

Kali ini Palu Sakti dilaksanakan di Kantor Kecamatan Bogor Utara
Kota Bogor pada tanggal 29 April 2025. Bapak Wali Kota Bogor
dan Ketua PN Bogor Kelas 1A turut menyaksikan jalannya
persidangan permohonan perubahan nama pada dokumen akta
kelahiran. Proses sidang berlangsung sekitar 15 menit dan
dokumen kependudukan langsung diberikan kepada pemohon.
Semoga dengan adanya Palu Sakti bisa memberikan kemudahan
bagi masyarakat Kota Bogor yang memerlukan layanan
penetapan PN untuk urusan dokumen kependudukan.

“Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di
Disdukcapil Kota Bogor”

@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17 @efi_hnf
@gandjar_445 @pemkotbogor @berlihamdani @indrichandrad4
@dukcapiljabar @teguh_s67 @dukcapilkemendagri
@bimaaryasugiarto

#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa

35w

tasyanovani Min mau tanya apakah bisa ganti foto ktp? Kalau o
bisa mekanismenya bagaimana? Karna ktp sebelumnya saya
bim menggunakan hijab J«

Reply
——  View replies (4)
reski_asep Min apa blanko KTP di Bogor selalu habis ya?

Soalnya saya buat KTP mengganti status sudah menunggu 6
bulan lamanya blom jadi2 min KTP saya J4 J& s

34w  Renlv

Qv W

@ Add a comment...
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BerAKHLA ? bangga disdukcapilkotabogor and 2 others
\ o eR W en et

ZONA INTEGRITAS

NOROMBL ITOLAKCRATIFIAS! €3TOPCALD.

[ ;"E disdukcapilkotabogor Benar Benar 'Sakti' /
Inovasi Palu Sakti (Pelayanan Luar Kantor Melalui Sidang Keliling

Terintegrasi) kembali hadir untuk memberikan pelayanan yang
mudah, cepat dan membahagiakan masyarakat. Bertempat di Aula
Kecamatan Bogor Timur pada Rabu, 22 Oktober 2025, Palu Sakti
edisi ke 4 ini membuktikan 'kesaktiannya’ dengan menyelesaikan
perkara perubahan nama pada akta kelahiran 3 orang pemohon
dan langsung diterbitkan dokumen akta kelahiran, Kartu Keluarga
dan KTP/KIA baru sesuai hasil putusan. Nantikan kehadiran Palu
Sakti edisi berikutnya yaa 4

“Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil
Kota Bogor”

PELAYANAN ! KANTOR
KELILING TERINTEGR,

@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17
@denny_mulyadi67 @setda_kotabogor @gandjar_445
@pemkotbogor @berlihamdani @indrichandrad4 @dukcapiljabar
@teguh_s67 @dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa
10w

10w Reply See translation

View replies (1)

Qv W

43 likes
October 23, 2025

@ @ Add a comment...
/£

2. KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS WALIKOTA (COMMAND CENTER
- LOKER BERES)

w mugilastono The Best o

) disdukcapilkotabogor - Follow e

@ disdukeapilkotabogor 4 LOKER BERES Hadir untuk Warga Bogor!

& Mengurus dokumen kependudukan kini lebih dekat, cepat, dan
praktis. Tak perlu lagi jauh-jauh ke kantor dinas, dokumen
kependudukan bisa selesai di kantor kelurahan terdekat.

#" Hemat waktu, biaya, dan tenaga.

Dengan LOKER BERES (Layanan Online Kelurahan Berbasis Efisiensi
dan Responsif), pelayanan adminduk jadi semakin mudah
dijangkau.

® Datang saja ke kelurahan, petugas siap melayani dengan
sepenuh hati. Untuk tahap awal, ada 6 Kelurahan yang sudah
tersedia layanan Loker Beres yaitu :
. 1. Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Tanah Sareal
2. Kelurahan Sindangbarang Kecamatan Bogor Barat
. 3. Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan
4. Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara

5. Kelurahan Tegallega Kecamatan Bogor Tengah
6. Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur.
Kelurahan lain akan menyusul secara bertahap yaa
* “Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil

ONSIF - EFISIEN - SEDERHANA v KptmBagost
convover s

T @walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17
m:}glﬂ[ﬂls @denny_mulyadi67 @setda_kotabogor @gandjar_445
ml!l#wm @pemkotbogor @berlihamdani @indrichandrad4 @dukcapiljabar

M[MB”K” IHYA’ﬂ” ”0K”M£” ”[P[”ﬂ”ﬂ””ﬂ” - A @teguh_s67 @dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

’ ] 4 PEMBUATAN; L LUL1 L NSELURUDOKUMENINEPENDUDUKANRY ...
IKARTY/KELUARGA AKTAKELAHIBAN, ‘lﬂl KEMATIAN, #dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa

BERINTEGRITAS - EFEK TIF - RESP

s
PEMBUATAN, IPEMBUATAN KARTY, 4

g SURAT/PINDA, 5 DENTITAS ANAK ) ) Qv W

164 likes

September 1, 2025

0812 9000 3271 @ Add a comment...

84



disdukcapilkotabogor and 2 others
Lo Original audio

(%@ disdukcapilkotabogor 4 «" SEJARAH BARU LAYANAN
&S ADMINDUK DI KOTA BOGOR!
Rabu, 3 September 2025 #LokerBeres resmi diluncurkan!
9 Pelayanan administrasi kependudukan kini lebih cepat, praktis,
dan dekat dengan masyarakat.
. Satu langkah inovasi, sejuta kemudahan untuk warga Kota

— Bogor!
J Mari bersama wujudkan pelayanan Dukcapil yang inklusif, modern,
l OHER mn s responsif, dan membahagiakan!
- e “Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil
A AEPEROwOL 4 6 ol | Kota Bogor*

¥ o
e i

|
Farbr e

@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17
@denny_mulyadi67 @setda_kotabogor @gandjar_445
@pemkotbogor @berlihamdani @indrichandrad4 @dukcapiljabar
@teguh_s67 @dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa

17w

MB  ridaipul Calon Best 3, semangaaat

17w Reply

QAW W

67 likes
September 4, 2025

@ Add a comment...

PEMERINTAH KOTA BOGOR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL Abmad Adnawyaya (Pandu Raya) No. 45 A

Telp (0251) 8361524 Fax - 0251 8361524 Bogor 16158

Bogor, 17 Jui 205
Kepada
Nomor 005 /591 - Disdukeapil Vi Telapis
Sifat Biasa
Lampiran
Hal Undangan
&
BOGOR

Dalam rangka sencsna implementasi Layanan Online Kependudukan
Kelurshan Berintegritas, Efelaif, Responuf, Efisten, Sederhana (Loker Beres)
& 6 Kelurahan, kami bermaksud mengundang Bapak/Tou untuk badic pada
tapat yang akan disclenggarakan pada

Hari Tanggal - Jum'at, 18 Jubi 2025
Wakm Pukal 09.00 WIB s d selesai
Tempat Ruang Rapat Dinss Kependudukan dan Pencatatan

Sipil
11 Alimad Adnawijaya (Pasdu Rays) No. 4SA
Acara Pencatuan Kelurahan Implementas: Loker Beres

Desmkisn, atas perhatian dan kehadiranaya diucapkan tenma kasih

A o — - .P‘ v
Gambar 3.10 Dokumentasi rapat awal dengan stakeholder
(kecamatan dan kelurahan)

3. INOVASI LAINNYA




PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA

DENGAN PENGADILAN AGAMA BOGOR DAN

JUM'AT, 7 NOVEMBER 2025

disdukcapilkotabogor and 2 others
Rizky Febian, Adrian Khalif « Alamak

disdukcapilkotabogor Kolaborasi dan kerja sama antar lembaga
pemerintah menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kualitas
layanan administrasi kependudukan. Kami sangat menyambut baik
kerja sama yang terjalin antara Disdukcapil Kota Bogor dengan
Pengadilan Agama Bogor @pabogor dan Kantor Kementerjan
Agama Kota Bogor @kemenagkotabogor uang telah
ditandatangani oleh pimpinan masing masing instansi pada Jum'at,
7 November 2025.

“Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil
Kota Bogor”

otabogor @dedierachim @jenalmt
@denny_mulyadi67 @setda_kotabogor fjar_445
@pemkotbogor @berlihamdani @indrichandra44 @dukcapiljabar
@teguh_s67 @dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa
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